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Lembar Apresiasi

Terima kasih kepada para pihak yang telah terlibat dalam proses kajian kebutuhan pengembangan
kapasitas para pengelola kawasan konservasi di Indonesia. Masukan dan arahan berharga kami
dapatkan dari tim Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pengelolaan Ruang Laut (PRL) terutama
Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) dan Badan Pengembangan Riset dan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) terutama Pusat Pelatihan dan Penyuluhan
(Puslatluh). Kami sangat menghargai peran para mitra yang terlibat dalam proses diskusi,
memberikan data dan informasi terkait penyelenggaraan pelatihan dan uji kompetensi bagi para
pengelola dan pihak pemangku kepentingan kunci kawasan konservasi perairan.

Kajian kebutuhan pengembangan kapasitas ini menyasar pada kebutuhan prioritas 2020-2024
bagi para pengelola kawasan konservasi perairan di Indonesia sebagai dukungan bagi upaya
pencapaian 20 juta hektar kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif pada 2030.
Proses kajian dilakukan selama kurun waktu 3 bulan melalui beberapa tahapan yaitu studi literatur;
pengumpulan data pelatihan dan uji kompetensi; diskusi terbatas lingkup PRL dan Puslatluh;
diskusi terfokus para pihak Visi KKP Indonesia; wawancara; dan diskusi para pihak yang terlibat
dalam pengembangan kapasitas pengelola KKP. Data yang kami pergunakan terkait pelatihan
dan uji kompetensi adalah data tahun 2012 — 2019 yang dikumpulkan oleh CTC secara mandiri,
data pelatihan Puslatluh, data pelatihan, data uji kompetensi dari LSP Kelautan dan LSP-KP, dan
data Bimbingan Teknis PRL. Besar harapan kami agar hasil kajian kebutuhan prioritas
pengembangan kapasitas ini dapat memberikan manfaat bagi para pengelola kawasan konservasi
perairan dan para pihak yang terlibat dalam proses pembentukan dan pengelolaan kawasan
konservasi perairan di Indonesia.

Rangkaian kegiatan kajian ini dapat terselenggara berkat dukungan pendanaan dari Margareth A.
Cargill Philanthropy (MACP) untuk Proyek Memajukan Perlindungan Ekosistem Pesisir.



Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-
Nya, sehingga Peta Jalan Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Konservasi Perairan ini
dapat diselesaikan. Peta Jalan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan arahan terhadap
pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan kawasan
konservasi yang terkait dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia
pengelola kawasan konservasi perairan.

Saat ini Indonesia memiliki kawasan konservasi perairan seluas 23,14 juta hektar atau 7,12% dari
luas perairan, yang terdiri dari 196 Kawasan dengan KKPN berjumlah 10 Kawasan, 30 Kawasan
dikelola oleh KLHK dan KKPD berjumlah 156 Kawasan yang merupakan kewenangan Pemerintah
Provinsi. Namun, dari 166 kawasan yang dikelola oleh KKP dan Pemerintah Provinsi sebanyak
13% dikelola efektif pada tingkat minimum (peringkat hijau), 26% berada pada tahap didirikan
(peringkat kuning), dan sisanya masih dalam tahap inisiasi (peringkat merah). Berdasarkan hal
tersebut target utama selanjutnya bagi konservasi perairan Indonesia adalah mengelola kawasan-
kawasan konservasi tersebut secara efektif dan berkelanjutan sehingga berdampak pada
peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

Upaya pengelolaan terhadap kawasan konservasi merupakan suatu keharusan. Tanpa ada upaya
pengelolaan, kawasan konservasi tersebut tidak akan berarti apa-apa, tidak akan memberikan
manfaat apa pun bagi masyarakat. Dengan adanya upaya pengelolaan yang baik, manfaat
keberadaan kawasan konservasi akan dapat dirasakan oleh masyarakat, baik manfaat ekonomi
dan sosial, maupun manfaat ekologisnya. Pengelolaan kawasan konservasi secara efektif
memerlukan sumber daya manusia (SDM) kompeten yang mampu melaksanakan rencana
pengelolaan dan zonasi (RPZ), sehingga tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Untuk mewujudkan target tersebut, salah satu tantangan pengelolaan kawasan konservasi yang
menjadi prioritas adalah memiliki SDM dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Kuantitas
SDM terkait dengan jumlah yang memadai tergantung dari luasan dan kompleksitas pemanfaatan
kawasan yang dikelola, sedangkan kualitas SDM terkait dengan kemampuan atau kompetensi
yang dimiliki personil pengelola, mulai dari kompetensi perencanaan konservasi, pemberdayaan
masyarakat, monitoring dan penegakan hukum, sampai dengan kompetensi administrasi dan
keuangan. Secara umum peta jalan ini memberikan acuan mengenai tahapan dan kegiatan yang
perlu dilakukan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dalam
pemenuhan kesenjangan kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM yang optimal untuk mengelola
kawasan konservasi perairan secara efektif.

Akhir kata, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan
Peta Jalan Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Konservasi Perairan. Kami mengharapkan
peta jalan ini dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan kawasan konservasi berkelanjutan.
Saran dan kritik sangat diharapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.



Sambutan Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi diukur melalui kemampuan dalam mencapai
tujuan dan maksud konservasi yang ditetapkan dan secara berkelanjutan. Pengelolaan kawasan
konservasi secara efektif memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni yang mampu
melaksanakan rencana pengelolaan dan zonasi sehingga tujuan pengelolaan yang telah
ditetapkan dapat dicapai. Dalam mencapai tujuan besar pengelolaan tersebut diperlukan
perangkat pengelola yang kompeten, yang pada kenyataannya dari berbagai contoh di dunia
menunjukkan bahwa pengelola kawasan konservasi masih perlu mempelajari keterampilan-
keterampilan dan teknologi baru. Perkiraan kebutuhan staf untuk mengelola kawasan dengan luas
15 juta hektar adalah setidaknya 2.500 orang staf kompeten di bidang pengelolaan kawasan
konservasi (Dit KKJI, 2014), atau sekitar 50 orang yang dibutuhkan untuk setiap kawasan
konservasi (Dit KKJI, 2014; BPSDMKP, 2011). Saat ini belum semua kawasan konservasi perairan
di Indonesia memiliki satuan unit organisasi pengelola yang lengkap dan memadai untuk
mengelola kawasan konservasi perairan.

Menyadari kondisi tersebut maka dirasa perlu untuk mengidentifikasi solusi dan strategi yang tepat
untuk mengatasi permasalahan kesenjangan sumber daya manusia yang ada. Oleh karena itu,
Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman
Hayati Laut dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, serta Coral Triangle
Center telah menyusun Peta Jalan Pengembangan Kapasitas Pengelola Kawasan Konservasi
Perairan 2020-2024 sebagai acuan dalam upaya pemenuhan kuantitas dan kualitas sumber daya
manusia yang optimal untuk mengelola kawasan konservasi secara efektif.

Syukur Alhamdulillah akhirnya peta jalan ini dapat tersusun dengan baik. Tidak lupa saya
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses
penyelesaiannya. Semoga dengan adanya peta jalan ini dapat memberikan panduan yang jelas
dan tepat bagi satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi dalam upaya pemenuhan
kebutuhan jumlah dan kompetensi sumber daya manusianya. Akhir kata semoga peta jalan ini
dapat bermanfaat.

Ir. Andi Rusandi, M.Si

Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut



Sambutan Kepala Pusat Pelatihan & Penyuluhan Kelautan &

Perikanan

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan
hidayah-Nya, Kajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Pengelola Kawasan Konservasi
Perairan di Indonesia 2020-2024 telah selesai disusun sebagai peta jalan (road map) peningkatan
kompetensi bagi pengelola kawasan konservasi perairan di Indonesia.

Pengelola kawasan konservasi perairan merupakan faktor penting dalam menjamin keberhasilan
pengelolaan suatu kawasan konservasi. Selain pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang
memadai, pengelola kawasan konservasi perairan juga harus memiliki komitmen, mental, dan
semangat dalam bekerja pada kawasan konservasi. Berbagai upaya peningkatan kapasitas dan
standardisasi kompetensi telah dilakukan melalui penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) dan Standar Kompetensi Khusus (SK3) bidang konservasi perairan. Hal ini
dilakukan guna menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dalam aspek pengetahuan,
keterampilan, dan sikap kerja.

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk mendukung dan
bekerja sama dengan semua pihak dalam pengembangan kapasitas melalui penyusunan
kurikulum, modul, pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, serta pelibatan penyuluh
perikanan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Penyiapan perangkat pelatihan,
tenaga pelatih, uji kompetensi, serta kerja sama pelatihan merupakan perwujudan komitmen kami
dalam mendukung pengembangan kapasitas bagi pengelolaan kawasan konservasi perairan

Kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan dalam pengembangan kawasan
konservasi perairan di Indonesia. Selain itu, juga membantu mengidentifikasi mitra-mitra strategis
yang dapat mendukung peningkatan kompetensi untuk memperkecil kesenjangan kompetensi
sumber daya manusia. Dukungan dan kerja sama semua pihak sangat diharapkan baik melalui
penyelenggaraan pelatihan maupun uji kompetensi secara bertahap sampai dengan tahun 2024,
sejalan dengan perkembangan kawasan konservasi perairan di Indonesia.

Ucapan selamat dan terima kasih disampaikan kepada seluruh tim Coral Triangle Center (CTC)
atas keberhasilan dan dukungannya dalam penyusunan kajian ini. Semoga kajian ini
mendatangkan kebaikan bagi kita dan bermanfaat bagi seluruh stakeholder bidang kawasan
konservasi perairan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada penyusunan kajian
ini. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sebagai bahan pertimbangan
dan penyempurnaan kajian serupa di masa mendatang.

Jakarta, Juni 2020
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan
dan Perikanan

Dr. Lilly Aprilya Pregiwati, S.Pi., M.Si.
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Sambutan Direktur Coral Triangle Center

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati laut
tertinggi. Terletak di jantung segitiga terumbu karang, kawasan ini membentuk keragaman genetik
yang dapat membantu kawasan lainnya di seluruh dunia. Adanya cold water upwelling membuat
kawasan ini memiliki resiliensi tinggi (paling Tangguh) dalam menghadapi perubahan iklim.
Pergerakan massa air laut terbesar melalui Arus Lintas Indonesia (Indonesian Throughflow) dari
Samudra Pasifik ke Samudra Hindia mampu menyebarkan nutrisi, telur, dan larva biota laut di
wilayah Indo-Pasifik.

Menyadari peran penting keanekaragaman hayati laut secara global, dalam Konvensi
Keanekaragaman Hayati (CBD) pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyisihkan 10% atau
sebesar 32,5 juta hectare dari perairan lautnya sebagai Kawasan Konservasi Perairan (KKP) pada
tahun 2030. Pada tahun 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berhasil menetapkan
lebih dari 20 juta hectare KKP yang bahkan telah melampaui target sebelumnya. Visi Kementerian
Kelautan dan Perikanan untuk 10 tahun ke depan adalah tidak hanya menambah jumlah luasan
KKP, melainkan juga memastikan bagaimana KKP tersebut bisa dikelola secara efektif.

Manajemen adaptif dari KKP diperlukan untuk mengatasi ancaman langsung di masa yang akan
datang dan bersifat jangka panjang seperti penangkapan berlebihan, sampah plastik, dan
perubahan iklim. Ada pula kebutuhan yang mendesak untuk melembagakan program peningkatan
kapasitas untuk menarik, mendukung, dan mempertahankan tenaga kerja kompeten yang dapat
mengatur dan mengelola KKP di lapangan dengan dinamika yang tinggi dan membantu
menciptakan kondisi yang memungkinkan agar KKP terkelola secara efektif.

Melalui asesmen dan peta jalan yang dirumuskan berdasarkan data, masukan, konsultasi dan
pengalaman dari beberapa agensi dan individu, kepemimpinan dan kompetensi utama dari
perencana, pengelola, dan staf KKP dapat lebih lanjut dikembangkan dan disahkan. Tim yang
memiliki kompetensi dan komitmen di lapangan akan menciptakan semua perbedaan. Diperlukan
seorang pemimpin di setiap tingkatan yang memiliki kemampuan untuk melibatkan berbagai
pemangku kepentingan dan mitra dalam pengembangan dan penerapan rencana pengelolaan
serta menghubungkan dengan KKP lainnya dalam konteks perencanaan tata ruang yang lebih
luas.

Berdiri pada tahun 2010, misi CTC adalah menginspirasi dan melatih generasi untuk peduli pada
pesisir dan ekosistem laut. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal
dan konservasi jangka panjang yang menekankan KKP sebagai platform alami dalam proses
pelatihan dan pembelajaran. Kurikulum yang interaktif dan terintegrasi dapat mendorong para
praktisi dan professional untuk berbagi dan saling terhubung dalam jejaring pembelajaran,
membantuk bagian yang tidak terpisah dari portofolio CTC, dan mengakui bahwa setiap orang
adalah agen perubahan. Visi kami adalah lautan yang sehat untuk menyejahterakan masyarakat
dan alam.

Ada begitu banyak hal yang dipertaruhkan, karena jutaan manusia bergantung pada sumber daya
pesisir dan laut sebagai mata pencaharian. KKP yang efektif dapat memberikan kontribusi penting
untuk ketahanan pangan, sumber pendapatan, perlindungan pantai, dan rekreasi. Melalui peta
jalan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan mitra dapat mengembangkan sumber daya
manusia yang dibutuhkan semua KKP untuk mengelola sumber daya pesisir dan laut Indonesia
secara efektif baik saat ini ataupun untuk generasi yang akan datang.

Pada tahun 2030, semua KKP akan memiliki pengelola yang baik dan mekanisme pengembangan
kapasitas akan tersedia untuk mendukung perlindungan efektif dan pengelolaan ekosistem pesisir
dan laut Indonesia yang tak ternilai harganya yang dapat menopang kegiatan ekonomi di seluruh
kepulauan dan sekitarnya secara berkelanjutan.



Terima kasih banyak kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, semua mitra dan tim yang
telah menyatukan peta jalan yang luar biasa ini, yang merupakan kerangka kerja dalam
membangun kapasitas pengelola untuk semua KKP yang ada di Indonesia. Bersama-sama kita
dapat mengendalikan ombak dan melindungi lautan kita.

Rili Djohani

Co-founder dan Direktur Eksekutif Coral Triangle Center
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. Pendahuluan

Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu dari 192 negara yang meratifikasi Konvensi Keragaman Hayati
(United Nations Convention on Biological Diversity/CBD) dan menandatangani Kesepakatan Aichi
pada tahun 2010 yang menargetkan pada tahun 2020 setidaknya 17 persen wilayah daratan dan
10 persen wilayah pesisir dan laut dunia di konservasi terutama pada wilayah yang memiliki fungsi
penting khusus bagi keragaman hayati dan jasa ekosistem. Sampai dengan akhir tahun 2019, luas
kawasan konservasi perairan di Indonesia sudah melebihi target 20 juta hektar. Target selanjutnya
adalah pencapaian 30 juta hektar Kawasan Konservasi Perairan (KKP) pada 2030 dan pada tahun

tersebut juga diharapkan 20 juta hektar telah dikelola secara efektif.

Keberhasilan kawasan konservasi diukur melalui kemampuan dalam mencapai target (tujuan dan
maksud) konservasi yang ditetapkan dan secara sinambung dipergunakan sebagai masukan
dalam pengelolaan KKP yang adaptif (Pomeroy et al., 2004; Hockings et al., 2006). Dalam
mencapai tujuan besar pengelolaan diperlukan perangkat pengelola yang kompeten, yang pada
kenyataannya dari berbagai contoh di dunia menunjukkan bahwa pengelola kawasan konservasi
masih perlu mempelajari keterampilan-keterampilan dan teknologi baru (Appleton, 2001; Pomeroy
et al., 2004; Hocking et al., 2006).

Luas kawasan konservasi perairan di Indonesia telah mencapai 22,69 juta hektar atau 6,98% dari
luas perairan di Indonesia. Tantangan setelah tercapainya luasan tersebut adalah bagaimana
kawasan konservasi dikelola secara efektif dan adil untuk menyeimbangkan antara tujuan
perlindungan keanekaragaman hayati dengan tujuan mendapatkan manfaat ekologi dan sosial
ekonomi bagi masyarakat. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah terbatasnya
sumber daya manusia (SDM) pengelola yang kompeten, yang menyebabkan lemahnya kapasitas
pengelolaan atau bahkan tidak ada kegiatan pengelolaan diselenggarakan pada tingkat lapangan,

sehingga fungsi kawasan menjadi tidak efektif.

Perkiraan kebutuhan staf untuk mengelola kawasan dengan luas 15 juta hektar adalah setidaknya
2.500 orang staf kompeten di bidang pengelolaan kawasan konservasi (Dit KKJI, 2014), atau
sekitar 50 orang dibutuhkan untuk setiap kawasan konservasi (Dit KKJI, 2014; BPSDMKP, 2011).
Saat ini belum semua KKP di Indonesia memiliki unit pelaksana teknis (UPT) yang lengkap dan
memadai untuk mengelola KKP. Secara nasional kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
(SDM) kelautan menjadi fokus penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
2005 — 2025, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007. Diperlukan upaya peningkatan SDM dan



peningkatan tata kelola, zonasi dan pengamanan wilayah laut yurisdiksi termasuk penetapan

batas wilayah laut Indonesia.

Selain kebutuhan jumlah SDM yang dialokasikan untuk mengelola kawasan konservasi, dalam
konteks pengelolaan efektif berdasarkan Suplemen Pedoman Evaluasi Efektivitas KKP3K. Pada
tingkat Kuning dan Hijau secara khusus menyebutkan jumlah pelatihan dasar yang harus dimiliki
dan sertifikasi kompetensi yang harus dimiliki oleh personil pengelola KKP. Menyadari kondisi
tersebut maka dirasa perlu untuk mengidentifikasi solusi dan strategi yang tepat untuk mengatasi

permasalahan kesenjangan sumber daya manusia yang ada.

Tujuan
Kajian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Menginventarisasi dan memetakan kompetensi yang dibutuhkan pada tiap tahapan
pengelolaan;

2. Mengidentifikasi lokasi prioritas kawasan konservasi perairan dan pengelola yang perlu
disasar pada tahun 2020-2024;

3. Mengidentifikasi mitra-mitra strategis yang dapat mendukung peningkatan kompetensi
pengelola dan kapasitas masyarakat pemangku kepentingan kawasan konservasi
perairan;

4. Menyusun peta jalan peningkatan kompetensi tahun 2020-2024 yang dapat dijadikan
acuan dalam memperoleh dan melaksanakan strategi memperkecil kesenjangan sumber

daya manusia.

Luaran yang Diharapkan
Pada akhir kajian ini akan diperoleh dokumen yang berisi rekomendasi dan rancangan
pengembangan kapasitas sebagai berikut:
a. Status kompetensi para pengelola kawasan konservasi perairan sampai dengan akhir
2019,
b. Topik prioritas pengembangan kapasitas untuk mendukung peningkatan efektivitas
pengelolaan kawasan konservasi perairan pada 36 lokasi prioritas, dan
c. Jumlah pelatihan dan uji kompetensi yang perlu dilakukan secara bertahap 2020-2024
sejalan dengan prioritas kawasan konservasi perairan dan tahapan pembentukan serta

pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia.



Il. Kajian Pustaka

Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas

Kompetensi menghubungkan atribut individu (seperti pengetahuan, keterampilan, tata nilai)
dengan tugas-tugas yang diberikan dan kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaannya.
Kompetensi tidak selalu harus ditentukan dengan pencapaian outcome spesifik tetapi lebih kepada
kinerja; dan kinerja dari tugas-tugas individu ditentukan oleh berbagai kapasitas (seperti
kemampuan analisis sebab-akibat, pemahaman untuk membuat pertimbangan, ketanggapan
dalam memutuskan dengan cepat berdasarkan pengetahuan dan sikap yang spesifik) (Foley,
2004). Apa yang membuat seseorang kompeten kebanyakan terjadi karena sesuatu yang hanya
terlihat (tacit) dan intuitif dan bahwa pembelajaran bukan hanya apa yang bisa diajarkan secara

formal di dalam kelas tapi lebih kepada pengembangan dengan cara melakukannya (praktik).

Dalam mengembangkan program peningkatan kapasitas pegawai bidang konservasi diperlukan
standar kompetensi khusus yang didasarkan pada kebutuhan keterampilan dan pengetahuan
yang akan ditingkatkan berbasis pada pendugaan kebutuhan pelatihan (Appleton, 2001).
Mengacu pada fungsi-fungsi kawasan konservasi yang digunakan untuk mengevaluasi efektif
seperti dijabarkan oleh Hocking et al. (2006) kompetensi dapat mencerminkan kerangka kerja
efektivitas yang mencakup kemampuan di bidang peraturan perundang-undangan, penegakan
aturan, perencanaan, inventarisasi sumber daya sarana dan prasarana, pengelolaan sumber daya,
pemeliharaan sumber daya dan lingkungan sekitar, kemampuan menggerakkan masyarakat untuk
mencapai tujuan pengelolaan yang berdampak pada manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat,

komunikasi dan sistem pengelolaan.

Sebuah tim kerja dibentuk pada tahun 2011 berlandaskan kebutuhan akan standarisasi dan
muatan pelatihan terkait pengembangan kapasitas SDM bidang konservasi bernama Tim 11 (Tim
Sebelas). Tim ini beranggotakan perwakilan dari Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis lkan
(KKJl) — KKP3K, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
(BPSDMKP), dan LSM mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti The Nature
Conservancy — Program Kelautan Indonesia (TNC), Conservation International (CI), Wildlife
Conservation Society (WCS), dan perguruan tinggi (BPSDMKP, 2012). Namun pada

perkembangannya, tim ini mengalami fase dorman pada 2013.

Tim Sebelas dalam kegiatannya menghasilkan rumusan peta kompetensi bagi pengelola dan
fungsional KKP dengan identifikasi jenjang dan jenis pelatihan yang dibutuhkan terkait

pengelolaan KKP (BPSDMKP, 2012). Kompetensi staf dan pengelola kawasan konservasi ini



diadaptasi dari 17 kategori kompetensi ASEAN Regional Centre for Biodiversity Conservation
(ARCBC) bagi para pegawai kawasan konservasi (Appleton et al., 2003). Pelatihan dasar bagi
para pengelola atau calon pengelola KKP adalah pelatihan MPA101 atau prinsip-prinsip kawasan
konservasi perairan. Mekanisme penggalakan pelatihan ini adalah melalui pelatihan bagi pelatih
(Training of Trainers - TOT) yang kemudian para pelatih ini melaksanakan pelatihan bagi para
pengelola dan calon pengelola KKP di Indonesia (BPSDMKP, 2012).

Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan

Rancangan konsep umum struktur organisasi badan pengelola KKP menurut Direktorat KKJI
terdiri dari seorang kepala (manajer), 3 orang kepala seksi, dan 50 orang tenaga pelaksana yang
jumlahnya terkait dengan luas wilayah dan fokus pengelolaan (Tabel 1).

Tabel 1. Struktur jabatan pada satu lembaga pengelola Kawasan Konservasi Perairan

Jabatan Kode Jumlah
Kepala KKP/Manajer KKP/UPT MK 1 orang
Kepala seksi KS 3 orang
Tenaga pelaksana/fungsional per UPT 50 orang

3.1. Ahli penyuluh (Outreach Specialist, OS) (O]

3.2.  Ahli perencanaan (Planning Specialist, PS) PS

3.3. Ahli llmu Kelautan (Marine Science Specialist, SS) SS

3.4. Ahli Mata Pencaharian Alternatif (Alternative Livelihood AS
Specialist, AS)

3.5. Pengawas Perikanan/PPNS (Ranger Officer, RO) RO
3.6. Petugas Penyuluh (Outreach Officer, OO) 00
3.7. Petugas Monitoring (Monitoring Officer, MO) MAU
3.8. Tenaga administrasi AD

(Sumber: BPSDMKP, 2012).

Pedoman Umum Pengembangan Kapasitas Pengelola Kawasan Konservasi
IUCN dalam publikasi terkait pengembangan kapasitas pengelola kawasan konservasi
memberikan rancangan register kompetensi yang diperlukan untuk setiap tingkat jabatan, tugas
dan tanggung jawab, contoh nama posisi pada lembaga setara lainnya, dan tingkat pendidikan
minimum yang dibutuhkan beserta panduan kelompok kompetensi (Appleton, 2016) (Gambar 2,
Gambar 3 dan Gambar 4). Rancangan ini dapat menjadi pertimbangan untuk diadopsi dan
dipergunakan sebagai dasar pengembangan kapasitas pengelola kawasan konservasi perairan di
Indonesia berdasarkan jenjang jabatan. Topik prioritas kelompok kompetensi perlu mengacu pada
tahapan pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan berdasarkan tingkat
efektivitasnya.
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Gambar 1. Tinjauan umum pengorganisasian kompetensi dalam lembaga pengelola kawasan konservasi
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Dasar Hukum Pengembangan Kapasitas Pengelola KKP di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya lkan,
Pasal 45 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan
kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pengelolaan konservasi sumber
daya ikan, dilaksanakan pendidikan dan pelatihan konservasi sumber daya ikan yang secara

khusus diatur berdasarkan peraturan menteri.”

Pada Juli 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri No. 9
Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) bidang Pengelolaan Perencanaan
Kawasan Konservasi Perairan. Dalam lampiran peraturan tersebut, terdapat panduan tentang 16
tujuan dan fungsi pengelola di bidang perencanaan dan pengelolaan KKP. Rangkuman peta

kompetensi terdapat pada tabel di halaman selanjutnya.

Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) mengeluarkan Surat
Keputusan Dirjen No. 35 Tahun 2014 yang secara khusus menyebutkan bidang-bidang
kompetensi standar yang diperlukan dalam upaya pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terdiri dari:



1. Bidang Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi (3 bidang)
2. Bidang Pelaksana Pengelolaan Kawasan Konservasi (4 bidang)

3. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi (2 bidang)

Kompetensi para pengelola di bidang perencanaan KKP telah diujikan mengacu pada SK3
Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan sejak tahun 2014. Pada tahun-tahun
selanjutnya terbit Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang juga menunjang
pengelolaan KKP yaitu SKKNI Pemantauan dan Evaluasi Sumber daya Pesisir (SKKNI No 638
Tahun 2016), Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Perairan (SKKNI No 99 Tahun
2018) serta Pengelolaan Outreach (SKKNI No 98 Tahun 2018). Skema sertifikasi untuk ketiga
SKKNI saat ini tengah disusun dan dalam waktu dekat kegiatan uji kompetensi akan dapat
dilakukan.



Tabel 2. Kompetensi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan

Kompetensi  Pengelola  KKP
(BPSDMKP, 2011)

Fungsi di bidang pengelolaan dalam perencanaan
pengelolaan KKP
(Permen KP No. 9 Tahun 2013)

Bidang standar kompetensi pengelolaan KKP3K
(SK Dirjen KP3K No. 35/Kep-DJKP3K/2014)

(1) Perencanaan pengelolaan

(2) llmu kelautan

(3) Pelibatan masyarakat

(4) Penyadaran masyarakat dan
komunikasi

(5) Hukum dan kebijakan
pengelolaan KKP

(6) Pemantauan, kontrol dan
pengawasan

(7) Keterampilan lapangan

(8) Teknologi informasi

(9) Pengelolaan SDM

(10)  Monitoring dan penilaian
efektivitas pengelolaan

(11) Co-management

(12)  Administrasi dan
pengelolaan keuangan

(13) Pemanfaatan sumber
daya untuk kegiatan ekonomi

(14) Kelembagaan

(1) Memiliki sikap kerja positif dan pengetahuan dasar
tentang KKP3K

(2) Mempersiapkan dukungan keuangan, sumber daya, dan
aset lembaga.

(3) Menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung
kelancaran kegiatan pengelolaan

(4) Mengembangkan kapasitas SDM untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan KKP

(5) Memiliki kemampuan komunikasi formal dan informal di
antara KKP dengan berbagai pihak untuk pengelolaan
KKP secara bersama

(6) Mampu menyiapkan peralatan untuk mendukung
kelancaran kegiatan pengelola KKP.

(7) Melakukan pengembangan dan pengelolaan proyek
dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan
konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil

(8) Melaksanakan kegiatan lapangan dalam rangka
mewujudkan pengelolaan KKP yang efektif.

(9) Menyediakan informasi tentang kondisi sumber daya

alam untuk keperluan pengelolaan KKP

(1) Bidang Perencanaan Pengelolaan Kawasan
Konservasi yang meliputi:
a. Kawasan Konservasi
b. Jenis ikan yang dikonservasi

c. Teknis pemanfaatan

(2) Bidang Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan
Konservasi meliputi:

a. Penguatan kelembagaan

b. Pendanaan berkelanjutan

c. Pengelolaan kegiatan ekonomi
berbasis sumber daya yang ada di
kawasan konservasi

d. Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan kawasan

konservasi

(3) Bidang Pemantauan dan Evaluasi
Pengelolaan Kawasan Konservasi yang
meliputi:

a. Pengelolaan sumber daya kawasan




(10) Menerapkan praktik-praktik strategi konservasi untuk b. Pengelolaan sosial, ekonomi, dan

pengelolaan efektif budaya

(11) Menyediakan informasi sosek untuk pengelolaan KKP

(12) Menyelenggarakan kegiatan produktif dan berkelanjutan
untuk mendukung pengelolaan KKP

(13) Mengelola kegiatan-kegiatan pengembangan kebijakan
dan perencanaan terkait dengan kegiatan pengelolaan
KKP3K

(14) Menyediakan infrastruktur fisik yang handal untuk
mendukung terwujudnya pengelolaan KKP yang efektif

(15) Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap
kebijakan dan peraturan untuk mewujudkan
pengelolaan yang efekiif

(16) Mewujudkan manfaat KKP untuk kegiatan non-ekstraktif

untuk mendukung pengelolaan KKP yang berkelanjutan
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KKP Prioritas di Indonesia dan Status Efektivitas

Indonesia memiliki 196 Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang terdiri dari 10 Kawasan
Konservasi Perairan Nasional (KKPN), 155 Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan
kawasan lainnya yang tersebar di Indonesia (KKHL, 2019). Berdasarkan hasil evaluasi dengan
perangkat atau metode Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil (EKKP3K), status efektivitas pengelolaan KKPN adalah 100% berada pada level hijau
(kawasan konservasi dikelola minimum). Sedangkan status pengelolaan KKPD adalah 9.05% (14
KKPD) level hijau, 15.48% (24 KKPD) level kuning (kawasan konservasi didirikan), dan 75.48%
(117 KKPD) level merah (kawasan konservasi diinisiasi) (KKHL, 2020). Dari sejumlah KKPD
tersebut, beberapa di antaranya menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia untuk dikelola
menjadi lebih efektif. Akan tetapi, tidak ada kawasan prioritas yang berada pada level biru

(kawasan konservasi dikelola optimum) ataupun level emas (kawasan konservasi mandiri).

Data menunjukkan bahwa 60%, 16% dan 24% kawasan konservasi prioritas berada pada level
hijau, kuning dan merah secara berurutan (Gambar 5). Sehingga untuk mendukung rencana
pemerintah Indonesia pada 2030 yakni memiliki seluas 30 juta hektar KKP dan 20 juta hektarnya
dikelola secara efektif, diperlukan peningkatan kapasitas pengelola KKP. Hal ini dinilai penting
untuk pengelola KKP dalam menjalankan tugasnya agar kawasan yang dikelola menjadi lebih baik
(Crabbe dkk., 2009). Saat ini, berdasarkan acuan struktur organisasi minimal dalam suplemen
EKKP3K “Panduan Kelembagaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” dengan
jumlah minimal staf pada KKP3K level kuning (5 orang), hijau (9 orang), dan biru/emas (23 orang).
Sesuai dengan panduan tersebut untuk 36 KKP3K dengan status atau level efektivitas KKP3K saat

ini membutuhkan setidaknya 254 orang.

= Hijau
Kuning
m Merah

Gambar 4. Status efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (KKP) prioritas di Indonesia
(total KKP prioritas: 36 kawasan, ,10 KKPN dan 26 KKPD. Merah: kawasan di inisiasi (6 kawasan), Kuning:
kawasan didirikan (4 kawasan), Hijau: Kawasan dikelola minimum (15 kawasan)).

Kemitraan dalam Pengelolaan KKP

Mengelola KKP seluas puluhan juta hektar yang terbentang di perairan Nusantara tidak mungkin
dapat dilakukan seluruhnya oleh Pemerintah, Pusat maupun Daerah karena kebutuhan yang tinggi

akan sumber daya manusia, pendanaan, serta sarana dan prasarana. Ketersediaan dukungan dari
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mitra akan mengakselerasi proses pembentukan atau pengelolaan. Secara hukum, kemitraan
dimungkinkan dengan terbitnya Permen Kemitraan di tahun 2015 (Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 21 Tahun 2015). Permen ini menyatakan kemitraan adalah hubungan kerja sama
antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan.
Mitra bisa berasal dari kelompok masyarakat, masyarakat adat, LSM, Lembaga pendidikan,
perguruan tinggi, hingga korporasi. Terdapat 10 program yang bisa disepakati antara Pemerintah,

Pusat maupun Daerah, dan mitra-mitranya, termasuk program peningkatan sumber daya manusia.

Dalam program peningkatan sumber daya manusia, dukungan mitra selama ini sangat beragam
seperti penyediaan materi pelatihan dan pelaksanaan pelatihan, penyelenggaraan uji kompetensi,
serta kajian kebutuhan pelatihan, hingga penyusunan kebijakan berupa standar kompetensi.
Penyelenggaraan pelatihan bidang konservasi laut selama delapan tahun terakhir ini
diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan secara mandiri maupun bersama mitra.
Pada kurun waktu 2010 — 2014 penyelenggaraan pelatihan konservasi diselenggarakan dalam
konteks penyadartahuan dan peningkatan pengetahuan tentang konsep dasar pengelolaan
kawasan konservasi perairan. Topik-topik pelatihan dirancang berdasarkan kebutuhan cepat
untuk memenuhi pelatihan dasar dan menyiapkan para pemangku kepentingan dari berbagai lini
untuk dapat berpartisipasi aktif dalam membentuk kawasan konservasi perairan, serta
menyelenggarakan pengelolaan kawasan di fase awal. Sebagian besar kursus dan pelatihan
tingkat dasar yang dirancang untuk durasi 2 — 6 hari diselenggarakan oleh Conservation
International (Cl) Indonesia, Coral Triangle Center (CTC), Rare, The Nature Conservancy,
Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI), WWF Indonesia, Reef Check Indonesia (RCI), Yayasan
Terangi, WCS Indonesia dan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (Carter,
2014).
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Analisis Pengembangan Kapasitas Pengelola KKP di Indonesia

Periode Kajian dan Tahapan

Kajian ini diselenggarakan mulai Januari 2020 sampai dengan akhir Maret 2020 dengan tahapan

sebagai berikut:

Studi literatur

Pengumpulan data:

- Data primer, data pelatihan dari uji kompetensi (2016-2019) yang dilaksanakan oleh
Coral Triangle Center (CTC).
- Data sekunder meliputi data uji kompetensi dan pelatihan dari KKHL, WWF, LSP

Kelautan, dan LSP-KP, data KKP prioritas dan statusnya dari KKHL serta data

mahasiswa yang mengambil kajian tentang konservasi di Sekolah Tinggi Perikanan
(STP) Jakarta.

Rangkaian pertemuan dan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD)

dengan tata waktu sebagai berikut:

o

Konsultasi lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) dan Badan
Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) pada 21
Januari 2020;

Sesi Kompetensi dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Lokakarya Para
Pemangku Kepentingan Visi Kawasan Konservasi Perairan (MPA Vision) pada 28
Januari 2020;

Konsultasi lingkup PRL pada 25 Februari 2020;

Sesi Kompetensi dan SDM pada Lokakarya Lintas Sektor MPA Vision pada 16
Maret 2020;

Konsultasi lingkup PRL pada 9 April 2020 untuk mendapatkan masukan terutama
terkait KKPN;.

Hasil asesmen keikutsertaan pelatihan dan uji kompetensi pada personel BKKPN
Kupang dan Loka KKPN Pekanbaru pada 17 April 2020;

Focus Group Discussion (FGD) lingkup PRL, BRSDMKP, dan mitra LSM pada 30
April 2020

Data tersebut kemudian ditabulasi dan dianalisis untuk menjawab luaran yang diharapkan

(selengkapnya dapat dibaca pada sesi Data analisis, halaman 13).
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Periode Kajian dan Tahapan

1 | Konsultasi ' MPA Vision\? ' Konsultasi ' MPA Vision | Konsultasi | Konsultasi
Studi literatur —i 20 Jan 2020 ™ 28 Jan 2020 == 25 Feb 2020;"; 16 Mar 20202"5 9 April 2020 ™*30 April 2020
\ J o\ /N oA VAN S /
o 0 o o o | o
Pengumpulan Data Asesmen BKKPN FGD (PRL, BRSDMKP, Pengumpulan Dokumen
Kupang — LKKPN Puslatluh, BNSP ... Mitra Akhir

Pekanbaru
17 April 2020

LSM dan lainnya)
30 April 2020

Juni 2020

' Data Primer | E/Data Sekunder |
: (Data uji CTC | | (Data uji KKHL |
2016-2019) i | WWF,LSP) |

Tahapan Analisis

Mengelompokkan data Pengetahuan dan Mendata staf pengelola

] Memetakan kebutuhan
KKP prioritas keterampilan dasar untuk setiap KKP dan HAGERIIROA G

Register for Protected jumlah staf berdasarkan
fungsi dan kompetensi

berdasarkan kebijakan yang diperlukan oleh pelatihan/uji yang
yang berlaku petugas KKP pernah diikuti Area Personel dasar

Gambar 5. Tata waktu dan informasi yang dikumpulkan
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Metode Analisis

Kami menganalisis data dan informasi yang tersedia melalui tahapan analisis sebagai berikut:

a.
b.

Mengelompokkan data KKP prioritas berdasarkan aturan dan kebijakan yang berlaku;
Memilah dan mengelompokkan informasi kebutuhan pengetahuan dan keterampilan dasar
yang diperlukan oleh petugas pengelola KKP untuk tahapan pengelolaan Kuning (Level
Kedua), Hijau (Level Ketiga), dan Biru (Level Keempat);

Mendata staf pengelola untuk setiap KKP prioritas dan mendeskripsikan informasi
pelatihan dasar berbasis kompetensi yang sudah pernah diikuti dan staf pengelola yang
sudah memiliki sertifikasi kompetensi perencanaan dan pengelolaan KKP;

Menggunakan referensi IUCN Global Register for Protected Area Personnel untuk
membandingkan dan menyandangkan kompetensi dasar dan khusus bagi fungsi-fungsi
pengelolaan minimum yang harus ada dalam menjalankan upaya pengelolaan kawasan
konservasi perairan sebagai kondisi yang ideal;

Memetakan kebutuhan jumlah staf yang diperlukan berdasarkan fungsi pengelolaan dan
kompetensi dasar serta kompetensi khusus yang diperlukan untuk setiap fungsi dalam

tahapan pengelolaan KKP;

Beberapa limitasi dalam proses kajian ini termasuk diantaranya adalah:

Fokus kajian hanya pada lokasi-lokasi kawasan konservasi perairan (KKP) yang
merupakan prioritas nasional dan kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) yang
sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia.

Uji coba matriks kompetensi prioritas serta fungsi pengelolaan hanya dilakukan pada KKP
yang berada dalam koordinasi Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN)
Kupang dan Loka KKPN Pekanbaru.

Pada perhitungan kebutuhan biaya penyelenggaraan pelatihan mengacu pada Standar
Biaya Umum (SBU) pemerintah yang mencakup 4 hari pelatihan termasuk biaya perjalanan
peserta dan pelatih, paket pertemuan, materi pelatihan bagi maksimum 25 orang peserta
dalam satu (1) sesi; 2 hari paket uji kompetensi bagi maksimum 25 orang termasuk biaya
perjalanan peserta dan pelatih.

Jumlah personel yang sudah terlatih, kompeten atau yang sudah tersertifikasi hanya
bersumber dari data KKHL, Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan (LSP Kelautan),
Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan (LSP-KP) dan Coral Triangle Center.
Data yang digunakan merujuk tahun 2015 hingga 2019 dengan pertimbangan peserta latih

masih bekerja di KKP dan masa berlaku sertifikat kompetensi adalah 3-4 tahun
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Data Analisis
Semua proses analisis dilakukan dengan menggunakan statistik sederhana. Data yang digunakan

dalam analisis ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jenis data yang digunakan untuk analisis

No Data yang digunakan untuk analisis

1 Jumlah pengelola yang bekerja di KKPN dan KKPD (personel KKP)

2 Jumlah pengelola yang sudah tersertifikasi per bidang kompetensi (dan levelnya)

3 Status dan prioritas KKP3K dari pemerintah Indonesia

4 Topik prioritas pengembangan kapasitas (dapat di baca di Tabel 4)

5 Data jumlah pengelola yang bekerja di BKKPN Kupang dan LKKPN Pekanbaru per
kompetensi

6 Daftar mitra yang bekerja di KKP3K

Catatan:

Data jumlah pengelola yang sudah tersertifikasi per bidang kompetensi dalam analisis ini adalah
orang yang secara aktif bekerja di KKPN/KKPD atau petugas yang bekerja di Dinas Kelautan dan
Perikanan atau lembaga pemerintahan lain yang bersangkutan

Data di Tabel 3 kemudian dijadikan ke dalam satu excel file. Lalu disusun dan dikoreksi sesuai
dengan data primer dan sekunder dari Coral Triangle Center (CTC), Direktorat Konservasi dan
Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL), Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan (LSP Kelautan),
Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan Perikanan (LSP KP) dan WWF Indonesia. Data tersebut
kemudian digunakan untuk menganalisis:

1. Status kompetensi pengelola KKP3K
Status kompetensi personel KKP per bidang kompetensi dihitung dengan F.1 dan F.2

X pengelola (orang) = ¥ — 20T (F.1)

Dengan:

MinSE : Jumlah orang minimal sesuai dengan target status EKKP3K (suplemen
EKKP3K di mana Merah: 0 orang, Kuning: 5 orang, Hijau: 9 orang, Biru
dan Emas: 23 orang)

oT :Jumlah orang yang sudah tersertifikasi per bidang/level

Untuk menghitung total para pengelola KKP yang dibutuhkan (3 TPPUK) adalah dengan

menjumlahkan seluruh pengelola atau orang yang dibutuhkan per level tiap topik kompetensi.

TPPUK = PP + PeBF + PeSEB + MPE + PKP+ CM +SDM + MO + TI (F.2)

Dengan:

TPPUK : Jumlah keseluruhan orang yang perlu mengikuti uji kompetensi
PP :Jumlah orang yang perlu mengikuti uji perencanaan pengelolaan
PeBF :Jumlah orang yang perlu mengikuti uji pemantauan Biofisik
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PeSEB : Jumlah orang yang perlu mengikuti uji pemantauan sosial ekonomi dan

budaya

MPE : Jumlah orang yang perlu mengikuti uji monitoring dan penilaian efektivitas
pengelolaan

PKP : Jumlah orang yang perlu mengikuti uji pemantauan, kontrol, dan
pengawasan

CM :Jumlah orang yang perlu mengikuti uji co-management
SDM : Jumlah orang yang perlu mengikuti uji pengelolaan sumber daya manusia
MO : Jumlah orang yang perlu mengikuti uji manajemen operasional
Tl : Jumlah orang yang perlu mengikuti uji teknologi dan informasi

Catatan tambahan:

Topik uji kompetensi terpilih dari hasil diskusi MPA Roadmap pada 21 Januari 2020 dan hasil
dari Focus Group Discussion dalam MPA Visioning — Capacity Building pada 28 Januari 2020.
Jumlah orang yang telah mengikuti uji kompetensi adalah hasil kalkulasi dari data CTC, KKHL,
LSP dan WWF, 2020.

2. Topik prioritas pengembangan kapasitas pengelola KKP3K

Penentuan kompetensi prioritas dilakukan dalam arahan pencapaian ke level Biru bagi KKPN dan
pencapaian level Hijau bagi KKPD, baik yang saat ini berada di level Kuning atau di level Merah.
Proses pemilihan prioritas didapatkan dari proses pemilihan atau seleksi 14 Kompetensi Pengelola
KKP sesuai dengan BPSDMKP tahun 2011 dalam beberapa kali konsultasi. Proses tersebut
mencakup pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 21 Januari 2020, MPA
Visioning pada 28 Januari 2020, serta konsultasi kembali dengan Kementerian Kelautan di tanggal
13 Maret dan 9 April 2020 (Tabel 3). MPA Visioning adalah inisiasi dari Kementerian Kelautan dan
Perikanan, Coral Triangle Center dan World Wide Fund for Nature (WWF) serta dihadiri oleh Pusat
Pelatihan dan Penyuluhan (Puslatluh) dan berbagai lembaga yang bersangkutan di Indonesia

(Lampiran 2).

Pada bagian-bagian selanjutnya, analisis dan peta jalan disusun dengan mengacu pada 20
kompetensi seperti ditampilkan dalam Tabel 4. Sebagai informasi bahwa Kompetensi Prinsip-
prinsip Kawasan Konservasi Perairan atau dikenal pula dengan MPA101, dalam sertifikasi atau uji

kompetensi dikemas dalam skema Perencanaan pengelolaan level Pelaksana.

Tabel 4. Topik pelatihan pengembangan kapasitas pengelola kawasan konservasi perairan

No. Topik Prioritas Roadmap MPA Roadmap
CB MPA*  Visioning™ CB MPA**

1 Prinsip-prinsip Kawasan Konservasi Perairan atau N N N
MPA101 atau Perencanaan pengelolaan level
Pelaksana

2 Perencanaan pengelolaan level Teknisi \ \ \

3 Perencanaan pengelolaan level Ahli \ \ \

4 Pelibatan masyarakat \ \

5  Penyadartahuan masyarakat dan komunikasi \ \ \
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6 Pemantauan biofisik — terumbu karang
7 Pemantauan biofisik — ikan karang

8 Pemantauan biofisik — padang lamun
9 Pemantauan biofisik — mangrove

10 Pemantauan biofisik — megabentos

11 Pemantauan aspek sosial ekonomi

12  Pariwisata alam perairan \
13 Pembudidayaan ikan

14  Pengelolaan sumber daya manusia

15 Pengawasan pemanfaatan kelautan

16  Monitoring dan penilaian efektivitas pengelolaan

17  Pengelolaan kolaboratif

18 Informasi dan Teknologi

19 Manajemen operasional

20 Pendanaan berkelanjutan

2 2 =2 2

22 2 =22 2
L2 22222 2222222

*pertemuan antara KKHL, puslatluh dan Coral Triangle Center pada 21 Januari 2020
**pertemuan dan diskusi kelompok dengan KKHL, puslatluh, LPSPL Sorong, LKKPN,
BPSPL Makassar, BPSPL Padang, DJPB KKP, PSDKP, Bangda, Pusat Riset
Kelautan, Cl, WWF, EDF, IPB, TERANGI, YKAN/TNC

*** Konsultasi dengan Kementerian di tanggal 13 Maret dan 9 April 2020

3. Jumlah pelatihan dan uji kompetensi yang dibutuhkan per KKP3K

Jumlah pelatihan dan uji kompetensi yang dibutuhkan per KKP3K diidentifikasi dari jumlah
pengelola KKP3K yang perlu mengikuti pelatihan/uji kompetensi per bidang sesuai dengan F.1.
Kemudian, jumlah tersebut ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dari setiap KKPN dan KKPD.
Selanjutnya, dilakukan prioritasi KKP3 yang membutuhkan pelatihan/uji kompetensi dengan
mempertimbangkan empat aspek utama vyaitu: 1) jumlah total pengelola (orang) yang perlu
mengikuti uji kompetensi (TPPUK), semakin banyak orang yang perlu mengikuti uji kompetensi
semakin tinggi tingkat urgensinya, 2) Status EKKP3K, semakin rendah level EKK3PK maka
semakin tinggi tingkat urgensinya dan 3) luasan KKP, semakin luas maka semakin menjadi
prioritas utama. Selain itu faktor terpenting adalah berdasarkan dengan 4) Surat Keputusan Menteri
Kelautan dan perikanan, KKP3K mana yang telah memiliki Surat Keputusan akan diprioritaskan.
Nilai terkecil dari total keseluruhan dari keempat aspek tersebut adalah KKP yang dijadikan target
utama untuk dilakukan pengembangan kapasitas pengelola (pembahasan lebih lanjut dapat dibaca

di bagian IV. Usulan Peta Jalan Pengembangan Kapasitas.
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V. Hasil Analisis: Status Kompetensi Sumber Daya Manusia pada
KKP Prioritas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
PER.23/MEN/2008 yang telah diubah dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor PER.24/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Kawasan Konservasi Perairan Nasional membutuhkan setidaknya lima (5) orang dalam struktur
organisasi yakni Kepala, Tata Usaha, Seksi Program dan Evaluasi, Seksi Pendayagunaan dan
Pengawasan, dan Jabatan Fungsional. Mengacu pada struktur organisasi tersebut maka jumlah
minimal staf atau pegawai untuk seluruh KKPN adalah 50 orang (5 orang/KKPN). Namun hal ini
tidak bisa diterapkan untuk seluruh KKP prioritas (10 KKPN dan 26 KKPD) karena jumlah staf
minimal untuk KKPD tidak tertuang di dalamnya. Sehingga, pada analisis ini yang dijadikan acuan
adalah struktur organisasi minimal dalam Suplemen EKK3PK “Panduan Kelembagaan Kawasan
Konservasi, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil” dengan jumlah minimal staf pada level kuning (5 orang),

hijau (9 orang) dan biru/emas (23 orang).

untuk memenuhi target pemerintah pada tahun 2030 yakni KKP prioritas menjadi lebih efektif
(menjadikan KKP yang berstatus merah menjadi hijau dan yang sudah berstatus hijau menjadi
biru), jumlah pengelola yang dibutuhkan untuk 36 KKP prioritas adalah 664 orang. Pegawai
tersebut harus memiliki kompetensi dalam bidang perencanaan pengelolaan pada level pelaksana,
teknisi dan ahli serta kompetensi lainnya. Faktanya, saat ini hanya ada 171 personel KKP
(pelaksana: 63 orang, teknisi: 106 orang, dan ahli 2 orang) yang tersertifikasi kompeten (Gambar
6).

Selain mengkaji data yang bersumber dari LSP Kelautan, serta TUK yang bernaung di dalamnya,
juga dikaji data dari LSP Kelautan dan Perikanan (LSP-KP). LSP-KP menyatakan di tahun 2018
terdapat 479 orang kompeten dan 1.830 orang kompeten di 2019 untuk skema Perencanaan
Pengelolaan. Data lengkap yang didapat sayangnya hanya untuk tahun 2019 seperti ditampilkan
dalam Tabel 5. Hanya 63 orang yang dapat dikategorikan sebagai personel KKP yaitu Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Selayar dan BPSPL Makasar. Namun data tersebut juga tidak

dihitung dalam analisis, karena tidak termasuk ke dalam 36 KKP prioritas.
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Tabel 5. Data jumlah asesi kompeten dan kelompoknya

No Kelompok Jumlah Asesi Keterangan
kompeten
1 Masyarakat 390
2 Pemerintah 196 Lembaga pemerintah non pengelola
KKP
3 Pengelola KKP 63 DKP Selayar dan BPSPL Makasar
4 Perguruan Tinggi 415
5 Perusahaan 429
700 664
600
500
400
on
=
5
= 300
fL..
E
3 200 17
100
0
Jumlah Total Orang Minimal Jumlah Total Orang

Tersertifikasi

Gambar 6. Perbandingan jumlah total orang/staf minimal yang dibutuhkan dengan jumlah orang yang sudah
tersertifikasi
Jumlah total orang minimal dihitung dari jumlah staf yang dibutuhkan sesuai dengan level dan suplemen
EKKP3K. Sumber data: KKHL, CTC, WWF dan LSP Kelautan).

Jumlah staf yang kompeten pada level pelaksana hanya dimiliki oleh KKP di provinsi Bali, Nusa
Tenggara Barat, Jawa Tengah dan Maluku. Sedangkan pada level teknisi tersebar di hampir
seluruh kawasan konservasi prioritas kecuali Jawa Tengah dan Kalimantan Timur (Lampiran 3).
Sedangkan untuk data pelatihan, pada tahun 2016-2019 CTC telah melaksanakan pelatihan dasar-

dasar KKP, perencanaan pengelolaan, dan ekowisata bahari (Lampiran 4, Gambar 7).
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Gambar 7. Peta sebaran asal peserta pelatihan di Indonesia

Dari data dan gambar di atas mengindikasikan adanya: 1) Kekurangan pelatihan dan jumlah staf
kompeten dan, 2) Distribusi pelatihan/uji kompetensi yang tidak merata di kebanyakan provinsi di
Indonesia. Selain itu, masih ada jurang kompetensi yang berbeda pada setiap kawasan konservasi

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.

Untuk menjadi lebih efektif (operasional dan termanfaatkan), rata-rata setiap KKP prioritas
membutuhkan sejumlah 161 orang yang harus mengikuti pelatihan/uji kompetensi dengan topik
yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pada setiap level KKP-nya. Misalnya, untuk KKPN
TWP Laut Sawu membutuhkan rata-rata 16 orang per topik uji kompetensi dan TWP Laut Banda
hanya membutuhkan 8 orang per topik uji kompetensi (Tabel 6). Ada beberapa topik yang tidak
memerlukan uji kompetensi karena sudah memiliki staf yang kompeten dan sebaliknya.
Selanjutnya, jumlah total personel yang dibutuhkan untuk uji kompetensi di setiap KKPN juga
ditampilkan dalam Tabel 6, seperti TWP Pulau Padaido membutuhkan 312 orang, diikuti oleh TNP
Laut Sawu (310 orang), dan TWP Kapoposang (307 orang). Sedangkan yang paling sedikit adalah
TWP Waigeo Sebelah Barat (167 orang) dan TWP Laut Banda (166 orang). Untuk mengetahui
informasi lebih rinci jumlah orang dari setiap KKPN untuk mengikuti uji setiap topik kompetensi,
terdapat di Lampiran 5. Untuk itu perlu ditambahkan jumlah pelatihan, jumlah staf kompeten dan

distribusi yang merata agar kawasan konservasi prioritas menjadi lebih efektif.

Tabel 6. Jumlah pengelola KKPN dan KKPD yang perlu mengikuti uji kompetensi

No Kawasan Konservasi Perairan Nasional dan Jumlah rata-rata Jumlah
Daerah (KKPN dan KKPD) per topik* total
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1 TWP Laut Sawu 16 (0-23) 310
2 TWP Pulau Padaido 16 (0-23) 312
3 TWP Kepulauan Anambas 15 (0-23) 304
4 TWP Kapoposang 15 (0-23) 307
5 SAP Kepulauan Raja Ampat 9 (1-15) 176
6 SAP Waigeo 8 (5-15 167
7 TWP Pulau Pieh 15 (2-23) 290
8 TWP Laut Banda 8 (1-14) 166
9 SAP Kepulauan Aru Tenggara 12 (1-13) 240
10 TWP Gili Ayer, Meno, dan Trawangan 15 (0-23) 299
11 KKPD Pesisir Timur Pulau Weh - Sabang 13 (0-23) 251
12 KKPD Sawo Lahewa - Nias Utara 9 (0-12) 186
13 KKPD Selat Bunga Laut - Kep. Mentawai 15 (0-23) 290
14 KKI_DD Gl_Jgusan Pulau-Pulau Momparang - 15 (0-23) 297
Belitung Timur
15 KKPD Teluk Kiluan - Lampung 17 (1-23) 344
16 KKM HMAS Perth - Banten 17 (1-23) 342
17 KKPD Pantai Penyu Pangumbahan - Sukabumi 14 (0-23) 274
18 KKPD Ujungnegoro Roban - Batang 13 (0-23) 264
19 KKM Teluk Benoa 6 (0-12) 115
20 KKPD Nusa Penida - Klungkung 6 (0-12) 117
21 KKPD Gili Tangkong, Gili Nanggu, dan Gili 5(0-12) 98
Sudak

22 KKPD Gili Sulat dan Lawang - Lombok Timur 11 (0-23) 211
23 KKPD Selat Pantar - Alor 11 (0-23) 210
24 KKPD Senggora Sepagar 17 (1-23) 345
25 KKPD Kota Baru Tanah Bumbu 17 (2-23) 342
26 KKPD Kepulauan Derawan - Berau 15 (0-23) 298
27 KKPD Tatoareng - Kep Sangihe 8 (0-23) 163
28 KKPD Doboto 17 (2-23) 345
29 KKPD Parigi Muotong 5 (0-8) 91

30 KKPD Banggai Dalaka 5 (0-8) 91

31 KKPD Morowali 4 (0-8) 88

32 KKPD Pulau Kei Kecil - Maluku Tenggara 10 (0-23) 206
33 KKPD Kepulauan Raja Ampat - Raja Ampat 5 (0-6) 98

34 KKPD Jeen Womom - Tambrauw 5 (0-6) 99

35 KKPD Kaimana 5 (0-6) 101
36 KKPD Fak-Fak 5 (0-6) 97

Keterangan: *Jumlah yang dibutuhkan adalah jumlah rata-rata (nilai minimum-nilai maksimum)

Cara Pengembangan Kapasitas yang Efektif
Pengembangan kapasitas yang efektif memerlukan diklat khusus dan/atau pelatihan intensif. Diklat

khusus atau pelatihan insentif harus meliputi aspek kepemimpinan untuk membangun komitmen,
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mental dan semangat dalam bekerja di KKP3K. Program ini tentunya harus sejalan dengan sistem
pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Kementerian Kelautan dan Perikanan
yang dikembangkan oleh BPPP, Pusat Pelatihan dan Penyuluh (Puslatluh) dan Pusat Pendidikan
(Pusdik). Cara atau metode yang dapat diterapkan untuk menjadikan KKP lebih efektif dibagi
menjadi dua berdasarkan level atau status KKP yaitu:

1. Level merah/kuning menjadi hijau
Kawasan konservasi prioritas yang memiliki status atau berada pada level merah dan kuning
ditargetkan untuk menjadi kawasan konservasi yang lebih baik (meningkat status pengelolaan
kawasannya menjadi level hijau). Pada tahapan ini metode yang tepat untuk dilakukan adalah:

- Pendampingan dan pelatihan dasar,

- Pendidikan Kilat (diklat) khusus, dan

- Sertifikasi atau uji kompetensi.

2. Level hijau menjadi biru
Berbeda dengan level sebelumnya, KKP yang berstatus pada level hijau dapat menggunakan
metode berikut ini yang meliputi:

- Kursus intensif — diklat lanjutan,

- Pelatihan untuk pelatih,

- Sertifikasi kompetensi, dan

- Online atau web based course, studi banding.

Kelembagaan KKP Tingkat Lapangan Berdasarkan Fungsi

Saat sebuah kawasan konservasi perairan (KKP) ditetapkan, organisasi pengelola sebaiknya
sudah terbentuk dan sudah memiliki petugas yang akan menjalankan fungsi-fungsi serta norma,
standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Seluruh KKPN saat ini sudah resmi ditetapkan dan dikelola
oleh Balai dan Loka KKPN. Mengacu pada Permen PAN No. 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian,

struktur kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKPN adalah sebagai berikut:
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a. Balai
i. Kepala (lIb/llla)
ii. Subag TU dan 3 Seksi (IVb/IVa)
iii. Kelompok Kerja Fungsional
b. Loka
i. Kepala (IVb/IVa)
ii. Urusan TU dan 2 Subseksi (Vb/Va)
iii. Kelompok Kerja Fungsional

Jika diperlukan struktur setingkat di bawah Loka adalah Pos yang dipimpin oleh Kepala (Va),
dibantu oleh Petugas TU, dan Kelompok Kerja Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas

teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.

Mandiri artinya diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan dan perlengkapan
sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari organisasi induk.

UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang serta urusan Pemerintah yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada
prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan
penetapan kebijakan publik.

Struktur Kelembagaan KKPD saat ini masih berkembang sebagai dampak dari Undang-Undang
Desentralisasi No. 23 Tahun 2014. Setiap provinsi menerapkan struktur kelembagaan yang
dipandang cukup untuk mengelola KKPD pada tingkat provinsi dan lapangan. Struktur

kelembagaan umum KKPD saat ini adalah sebagai berikut (Gambar 8 dan 9).
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Gambar 8. Struktur pengelola kawasan konservasi perairan daerah contoh di KKPN Raja Ampat
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Gambar 9. Struktur pengelola kawasan konservasi perairan daerah contoh di KKPD Nusa Penida

Dengan menyandingkan tabel tingkat pekerjaan, cakupan kerja dan tanggung-jawab serta struktur
kelembagaan dapat dilihat bahwa:
» Pengelolaan KKPN saat ini masih sangat terpusat dan berada jauh dari lokasi KKP
= Tingkat pekerjaan pengelola KKPN adalah pada tingkat Manajer Senior (Level 2), Manajer
Madya/Spesialis Teknis (Level 3), Tenaga Kerja Terampil (Level 2), dan Tenaga Kerja
Tidak Terampil (Level 1)
= Pengelolaan KKPD saat ini masih banyak berfokus pada perancangan struktur
kelembagaan, proses-proses adaptasi dengan sistem tata kelola yang baru (provinsi), dan
mengisi posisi petugas pengelola KKPD pada tingkat provinsi dan lapangan.
= Tingkat pekerjaan pada UPT Pengelola KKPD sebagian besar berada pada Level 3

Manajer Madya dan Spesialis Teknis, dengan sedikit tenaga kerja terampil (Level 4).
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Sambil menunggu kejelasan kelembagaan lembaga pengelola KKP, terutama KKPD, diambil

langkah analisis dan penyusunan peta jalan dengan pendekatan yang lebih operasional yaitu

pendekatan fungsi. Pendekatan fungsi menjawab kebutuhan sumber daya manusia di tingkat

lapangan yang memungkinkan operasionalisasi sebuah Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir

Dan Pulau-Pulau Kecil.

Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilaksanakan pada 17 April 2020 antara KKHL, BKKPN
Kupang, LKKPN Pekanbaru dan CTC disepakati bahwa kompetensi sumber daya manusia yang

dibutuhkan di setiap KKP3K adalah berdasarkan dengan fungsinya dan sesuai dengan kondisinya.

Ada empat kondisi yang dijadikan skenario yakni minimum, menengabh, lanjut dan ideal. Setiap

kondisi memiliki perbedaan dalam jumlah orang yang dibutuhkan (Tabel 7).

Tabel 7. Fungsi, uraian tugas dan kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan 4 skenario

Fungsi dan uraian tugas

Kebutuhan Jumlah Sumber Daya Pengelola

Minimum

Menengah

Lanjut

Ideal

Koordinator
Mengoordinasi pekerjaan pada
tingkat lapangan dan staf pengelola.

1

1

1

1

Administrasi dan keuangan
Membuat laporan keuangan, barang
dan jasa milik kantor; melakukan
pendokumentasian kegiatan.

Pemantauan biofisik
Mengumpulkan data biofisik secara
rutin dan membuat laporan kegiatan
pemantauan.

Pemantauan sosial, ekonomi dan
budaya

Mengumpulkan data biofisik secara
rutin dan membuat laporan kegiatan
pemantauan.

Pelayanan dan kemitraan
Melakukan pengumpulan data
pemanfaatan sumber daya
Kawasan, menerima laporan dari
masyarakat, mengeluarkan izin
melakukan kegiatan perikanan dan
pariwisata.

Pengawasan
Mengoordinasi kegiatan
pengawasan secara bersama
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dengan para pihak, membuat
laporan pengawasan dan
menganalisis pola-pola pemanfaatan
sumber daya dalam Kawasan,
melaporkan tindakan pelanggaran.

Penjangkauan masyarakat
Membuat materi penyadartahuan

berdasar kelompok target dan L 1 2 2
melakukan kegiatan penjangkauan.

Teknologi dan informasi

Menggunakan perangkat Tl dan

aplikasi untuk pengumpulan, 0 0 1 5

pengolahan, dan analisis informasi
dan data.

Analisis dampak lingkungan

Melakukan pemantauan secara

berkala pada habitat khusus,

melakukan analisis daya dukung 0 0 0 1
lingkungan dan dampak lingkungan

pada kasus-kasus pemanfaatan di

dalam Kawasan.

TOTAL 8 11 17 20

Mengacu pada jumlah kebutuhan sumber daya sesuai dengan skenario di Tabel 7, untuk setiap
KKPN (10 KKPN) memerlukan 200 orang untuk skenario ideal, 170 orang untuk skenario lanjut,
110 orang untuk skenario menengah dan 80 orang untuk skenario minimum. Sedangkan untuk
KKPD (26 KKPD) membutuhkan 520 orang untuk skenario ideal, 442 orang untuk skenario
lanjutan, 286 orang untuk skenario menengah dan 288 orang untuk skenario minimum (Gambar
10).

600
520
500
442
400
200 208
200 170
110
100 80
0
Ideal Lanjut Menengah Minimum

B KKPN OKKPD
Gambar 10. Jumlah kebutuhan sumber daya manusia Pengelola Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil (KKP3K)
(KKPN) dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) sesuai dengan fungsi.
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(Jumlah KKP: 10 KKPN dan 26 KKPD, kondisi ideal: 20 orang/kawasan, lanjut: 17 orang/kawasan, menengah: 11
orang/kawasan dan minimum: 8 orang/kawasan).

Pengembangan Kompetensi Berbasis Fungsi

Hasil yang didapat dari pengembangan kompetensi berbasis fungsi adalah koordinator perlu
memiliki kompetensi di 11 topik, fungsi pelayanan dan kemitraan 10 topik, fungsi pemantauan
biofisik dan sosial ekonomi 9 kompetensi, fungsi administrasi dan keuangan serta fungsi
penjangkauan masyarakat 7 topik, fungsi pengawasan 6 topik, dan terakhir fungsi teknologi dan
informasi perlu memiliki 2 topik kompetensi. Topik perencanaan pengelolaan level pelaksana atau
dikenal dengan Prinsip-prinsip KKP atau MPA101 dan monitoring & evaluasi efektivitas KKP
adalah dua topik yang perlu dimiliki oleh paling banyak fungsi, yaitu 7 fungsi. Topik pemantauan
lamun dan megabentos hanya perlu dimiliki oleh satu fungsi, yaitu fungsi pemantauan biofisik
(Lampiran 7).

Pada tingkat KKPN dari analisis ini juga diperoleh informasi tentang jumlah sumber daya manusia
yang perlu mengikuti pelatihan/uji kompetensi di setiap topik dari total 20 topik kompetensi. Untuk
personil KKPN, topik yang perlu diikuti oleh paling banyak adalah Monitoring dan Penilaian
Efektivitas Pengelolaan KKP (70 orang), Teknologi informasi (60 orang), dan Perencanaan
Pengelolaan Level Pelaksana (57 orang). Sementara, yang paling sedikit adalah Perencanaan
Pengelolaan level Teknisi dan Pemantauan Biofisik (lamun), yaitu hanya perlu diikuti oleh 5 orang
serta pemantauan biofisik (megabentos) hanya oleh 6 orang. Untuk melihat lebih rinci informasi di

atas untuk setiap KKPN, dapat mengakses ke Lampiran 8 .

Untuk personil KKPD, topik yang perlu diikuti oleh paling banyak adalah Monitoring dan Penilaian
Efektivitas Pengelolaan KKP (182 orang), Teknologi informasi (156), Perencanaan pengelolaan
level pelaksana (145 orang). Sebaliknya, Pemantauan biofisik (ikan karang) dan megabenthos
hanya perlu diikuti oleh masing-masing 16 dan 21 orang. Lampiran 9 menampilkan informasi untuk
setiap KKPD.

Ketersediaan Bahan Ajar, Standar Kompetensi, Pelatih dan Asesor

Dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang mengarah pada sertifikasi kompetensi,
dibutuhkan sejumlah perangkat: standar kompetensi berikut materi ujian, asesor kompetensi,
bahan ajar berbasis kompetensi, serta para pelatih. Kajian ketersediaan bahan ajar dan standar

kompetensi dilakukan pada terhadap 20 topik kompetensi (Tabel 8).

Ketersediaan bahan ajar dan standar kompetensi, yang dimaksud dengan bahan ajar
melingkupi kurikulum dan modul (berbasis kompetensi ataupun tidak berbasis kompetensi),

sementara yang dimaksud materi adalah presentasi, video, dan lainnya. Tabel 8 menampilkan
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hasil yang bervariasi. Topik yang memiliki lengkap kurikulum/modul dan standar sertifikasi adalah
Perencanaan Pengelolaan, Pemantauan Biofisik, Pemantauan Sosial Ekonomi, dan Pariwisata
Alam Perairan. Tiga topik pertama memang paling relevan dalam proses pembentukan dan
penetapan KKP sehingga menjadi prioritas dalam penyediaan bahan ajar. Kompetensi Pelibatan
Masyarakat serta Penyadartahuan dan komunikasi, dibutuhkan di sepanjang proses pengelolaan
KKP, namun belum ada kurikulum/modul berbasis kompetensi yang diterbitkan oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Ke depan, SKKNI yang sudah ada akan menjadi arahan atau panduan
dalam penyusunan kurikulum dan modul. Terkait pemanfaatan KKP serta pengembangan ekonomi,
baik pariwisata alam perairan dan pembudidayaan ikan telah memiliki materi ajar dan standar
kompetensi. Kompetensi manajemen operasional, teknologi informasi, dan pengembangan
sumber daya manusia dapat dikategorikan sebagai kompetensi dasar penyelenggaraan organisasi
atau institusi namun memang tidak menjadi tugas dan fungsi Kementerian untuk memiliki materi
ajar di topik-topik tersebut. Meski demikian, ketersediaan SKKNI berarti memungkinkan dilakukan

uji kompetensi, yang perlu dilakukan adalah menyediakan skema uji kompetensi.
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Tabel 8. Ketersediaan bahan ajar dan standar kompetensi

Ketersediaan bahan ajar

Ketersediaan

No Topik kompetensi Kul\sllggmm Materi standar kompetensi
1. Prinsip-prinsip Kawasan Konservasi + + SKKK KP 9/2013
Perairan atau MPA101 atau
Perencanaan Pengelolaan level
pelaksana
2. Perencanaan pengelolaan level + +
teknisi
3. Perencanaan pengelolaan level ahli + +
4, Pemantauan biofisik-terumbu + + SKKNI 638/2016 &
karang 139/2019
5. Pemantauan biofisik-ikan karang + + SKKNI 638/2016 &
154/2019
6. Pemantauan biofisik-lamun + + SKKNI 638/2016 &
185/2019
7. Pemantauan biofisik-mangrove + + SKKNI 638/2016 &
227/2019
8. Pemantauan biofisik-megabentos + + SKKNI 179/2019
9. Pemantauan Sosial ekonomi + + SKKNI 638/2016
10. | Pariwisata Alam Perairan + + SKKNI  99/2018 &
146/2019
11. Monitoring & penilaian efektivitas - + -
KKP
12. | Pengelolaan Kolaboratif ? + -
13. Pengawasan pemanfaatan sumber ? + -
daya laut
14. Manajemen Operasional ? ? SKKNI 183/2016
15. | Teknologi informasi ? ? SKKNI 183/2016
16. Pengembangan SDM ? ? SKKNI 183/2016 &
307/2014
17. Pendanaan berkelanjutan + - -
18. | Pembudidayaan ikan + + SKKNI 77/2016;
283/2016; 1/2018, dll
19. | Pelibatan masyarakat - + SKKNI 96/2018
20. | Penyadartahuan masyarakat & - + SKKNI 96/2018;
komunikasi 629/2016

Keterangan : + = tersedia; - = tidak tersedia; ? butuh informasi lebih lanjut

Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan (LSP Kelautan) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan
dan Perikanan (LSP-KP) menyediakan dan memiliki uji kompetensi di bidang kelautan dan
perikanan. LSP Kelautan menyediakan skema-skema untuk Perencanaan Pengelolaan, Pariwisata
alam Perairan, Outreach Officer/pendamping lapangan, serta Pemantauan dan evaluasi sumber
daya pesisir (mencakup biofisik dan sosial ekonomi). Sedangkan LSP-KP, untuk bidang kelautan
menyediakan skema Ecosystem Approach for Fisheries Management (EAFM) dan Perencanaan

Pengelolaan KKP, selebihnya skema di bidang penangkapan dan budidaya ikan.

Ketersediaan asesor kompetensi. Hingga tahun 2020 ini terdapat 120 asesor kompetensi yang

bernaung di LSP Kelautan. LSP Kelautan tidak menerapkan pembedaan bidang uji atau
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spesialisasi topik sehingga semua asesor mampu menguji ke-20 topik kompetensi tersebut. LSP-
KP hingga tahun 2019 memiliki 2.179 asesor kompetensi, dengan 132 diantaranya memiliki
keahlian di bidang kelautan, selebihnya di bidang perikanan. Sehingga jumlah keseluruhan asesor
yang tersedia bidang kelautan adalah 252 orang. Jumlah tersebut dianggap memadai untuk

melaksanakan skema-skema sertifikasi yang tersedia di kedua Lembaga sertifikasi saat ini.

Ketersediaan tenaga pelatih. Informasi yang bisa diperoleh adalah jumlah tenaga pelatih di tahun
2014 yang dimiliki oleh LSM yang menyelenggarakan pelatihan. Di kala itu terdapat 82 orang
pelatih dengan distribusi yang beragam antar LSM (Tabel 9). Bagaimanapun data ini perlu
diperbaharui karena dalam kurun 6 tahun sangat mungkin yang bersangkutan tidak lagi bekerja di
LSM yang sama.

Tabel 9. Ketersediaan tenaga pelatih untuk setiap lembaga bidang konservasi Indonesia

Indonesia INSTANSI JUMLAH
(Orang)
1. Conservation Indonesia 13
2. Coral Reef Alliance 2
3. Coral Triangle Center 16
4, Manta Watch 4
5. Rare 8
6. Reef Check Indonesia 11
7. Starling Resources 4
8. The Nature Conservancy 6
9. Wildlife Conservation Society (WCS) -IP 5
10. World Wild Fund for Nature (WWF) 3
11. The Indonesian Nature Foundation (LINI) 4
12. Terumbu Karang Indonesia (TERANGI) 6
13. Kementerian Kelautan dan Perikanan 137

Sumber: Nomor 1 sampai 12 dari Carter, 2014; Nomor 13 dari KKP, 2020

Berdasarkan informasi dari Pusat Pelatihan dan Penyuluhan (Puslatluh), Kementerian Kelautan
dan Perikanan hingga tahun 2019 memiliki 48 Widya Iswara (WI) dan 89 Instruktur (KKP, 2020).
Sebagian besar di bidang penangkapan dan budidaya. Namun, tidak ada informasi apakah ada
yang mengkhususkan diri di bidang konservasi. Dari catatan CTC ada sejumlah WI yang mampu
memberikan pelatihan dengan topik konservasi, seperti di BPPP Ambon dan Tegal masing-masing
sekitar 2-3 orang, dan di BPPP Banyuwangi ada 1 orang. Di antara WI tersebut adalah alumni

pelatihan yang diselenggarakan oleh CTC serta NOAA-KKP.

Kajian ini belum dapat menyimpulkan kecukupan jumlah tenaga pelatih untuk 20 kompetensi di
atas, karena data belum cukup dan belum diperbaharui. Sejauh ini, pelatihan untuk kompetensi
nomor 1 -11 telah banyak dilakukan baik oleh Pemerintah maupun LSM, meski basis data sangat
terbatas untuk dapat menyatakan jumlahnya. Pertukaran pelatih juga terjadi di antara

penyelenggaraan pelatihan contohnya Pelatih yang berasal dari Pemerintah melatih di kegiatan
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yang diselenggarakan LSM atau sebaliknya. Untuk sementara diperkirakan tenaga pelatih untuk
11 kompetensi tersebut mencukupi. Untuk keakurasian 9 kompetensi lain, penentuan kecukupan
tenaga pelatih membutuhkan data terbaru setidaknya mengenai jumlah pelatih dari setiap institusi,

topik pelatihan yang dikuasai, serta wilayah jangkauan para pelatih.
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V.Usulan Peta Jalan Pengembangan Kapasitas

Peta Jalan Pengembangan kapasitas disusun sebagai arahan dalam penyusunan rencana kerja
dan penganggaran kegiatan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, terutama di bidang
pengembangan sumber daya manusia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Peta Jalan ini juga
menjadi arahan untuk memperkecil kesenjangan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
antara satu kawasan konservasi dengan kawasan lain. Peta Jalan ini disusun bagi Kawasan
Konservasi Perairan Nasional (KKPN) dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) untuk

periode waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2020 hingga 2024.

Secara ringkas, Peta Jalan Pengembangan Kapasitas Personil KKP Tahun 2020-2024 mencakup
5 milestone sebagai berikut (informasi lebih rinci di Tabel 9, Gambar 11).

1. Terpenuhinya kondisi minimum dan menengah melalui pelatihan/uji kompetensi (tahun
2020-2022)
Tersedianya kurikulum-modul berbasis kompetensi (2021-2022)
Standarisasi kompetensi (2021-2022)

Penyiapan Diklat Aparatur Kawasan Konservasi Perairan (2023)

o > w0

Pelembagaan/terselenggaranya Diklat Aparatur KKP di Balai Pelatihan dan Penyuluhan

Perikanan (2024)

Kondisi Minimum dan menengah terpenuhi dengan Pelembagaan Diklat
pelatihan atau uji kompetensi Aparatur KKP di BPPP
@ 0 ® B
2020 2021 2022 2023
Tersedianya kurikulum modul Penyiapan diklat
berbasis kompetensi dan aparatur Ifiii‘»'\-"EIS_af'l
standarisasi kompetensi konservasi perairan

Gambar 11. Usulan peta jalan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
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Tabel 10. Peta jalan pengembangan kapasitas personil KKP3K tahun 2020-2024

Milestone

Kesatu.
Terpenuhinya
kondisi
minimum dan
menengah
melalui
pelatihan/  uiji
kompetensi

Kedua.
Tersedianya
kurikulum-
modul berbasis
kompetensi

Kegiatan 2020

Prinsip-prinsip KKPN :

KKP dan 80 orang

Perencanaan KKPD :

pengelolaan (3 145

level) orang

Pemantauan KKPN:

biofisik (5 bidang) = 67 orang

Pemantauan KKPN:

sosial ekonomi 40 orang

Pelibatan KKPN:

masyarakat 20 orang
KKPD:
52 orang

Penyadartahuan KKPN:

masyarakat & 40

komunikasi orang
KKPD:
104
orang

Pariwisata alam

perairan

Monitoring &

penilaian

efektivitas KKP

Pengawasan KKPN:

pemanfaatan SDL = 36 orang

Teknologi

informasi

Pengelolaan

kolaboratif

Pendanaan

berkelanjutan

Pembudidayaan
ikan

Manajemen
operasional
Pengembangan
SDM

Penyusunan
kurikulum dan
modul  berbasis
kompetensi
Pelatihan  untuk
pelatih
Penyempurnaan
atau revisi

kurikulum  modul
mengacu pada
SKKNI terbaru

2021

KKPD:
96 orang

KKPD:
200 orang
KKPD:
104 orang

KKPN:

32 orang
KKPD:
104 orang
KKPN:

70 orang

KKPN:
60 orang
KKPD:
156 orang
KKPN:
30 orang
KKPN:
40 orang
KKPN:
30 orang
KKPN:
30 orang
KKPN:
20 orang
8
topik
kompetensi

8 topik
kompetensi

2022
KKPD 182
orang
KKPD: 104
orang
KKP: 78
orang
KKPD: 104
orang
KKPD: 78
orang
KKPD: 78
orang
KKPD: 52
orang

8 topik
kompetensi

2023

2024
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Ketiga.
Standarisasi
kompetensi

Keempat.
Diklat Aparatur
Kawasan
Konservasi
Perairan

Kelima.
Pelembagaan
Diklat

Pembuatan
regulasi baru atau
merevisi regulasi
mengenai
kompetensi
standar
Penyusunan
skema-skema uji
kompetensi
Sertifikasi
kompetensi teknis
pelatih

Sertifikasi
kompetensi teknis
asesor
Pembentukan tim
a hoc

Penyiapan
payung hukum
penyelenggaraan
Diklat
Penyusunan
mekanisme,
kurikulum, dan
modul Diklat

Kepmen/
Permen

2 kelompok
skema

10
kompetensi

2 kelompok
skema

10
kompetensi

\%

Kepmen/Pe
rmen

Penyiapan sarana
dan pelatih
Penyelenggaraan
Diklat

Keterangan: * angka menunjukkan jumlah orang, KKP: Kawasan Konservasi Perairan

35



Penjelasan setiap tonggak penanda penting (milestone) adalah sebagai berikut:

Milestone pertama adalah terpenuhinya kondisi minimum dan menengah melalui pelatihan
/uji kompetensi (2020-2022). Pelatihan/uji kompetensi bagi KKPN dilaksanakan di dua tahun
pertama, yaitu 2020 dan 2021, berturut-turut 283 dan 312 orang; sementara bagi personel KKPD
dari tahun 2020 hingga 2022, berturut-turut 301, 660, dan 676 orang. Hasil yang bisa didapat
dengan pengelola yang terlatih dan tersertifikasi adalah (1) salah satu persyaratan untuk mencapai
level EKKP3K lebih tinggi akan terpenuhi, (2) penyediaan sejumlah data biofisik dan sosial ekonomi
dapat diakukan secara mandiri.

Milestone ini adalah untuk menjawab tantangan bahwa hingga tahun 2019 (1) banyak personil di
KKPN dan KKPD belum mengikuti pelatihan atau memiliki sertifikat kompetensi; dan (2) personel
yang telah mengikuti pelatihan atau memegang sertifikasi kompetensi tidak terdistribusi secara
proporsional di antara KKP3K. Dengan mengikuti pelatihan dan uji kompetensi maka terpenuhi

persyaratan dalam EKKP3K untuk mencapai level atau status yang lebih tinggi.

Sejumlah 112 kali pelatihan dan uji kompetensi akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 2.232
personel di 20 kompetensi dan 36 KKP3K tersebut. Dari pengalaman penyelenggaraan pelatihan
oleh CTC, pelatihan berlangsung optimal dengan kelas pelatihan diikuti oleh 20 orang dan dalam
waktu 4-5 hari untuk setiap pelatihan. Lama waktu uji kompetensi tergantung jumlah unit
kompetensi yang diujikan. Ambil contoh untuk Perencanaan pengelolaan level Pelaksana dengan
6 unit kompetensi, uji kompetensi umumnya berlangsung dua hari untuk 20 orang peserta, dan

diuji oleh 4-5 asesor.

Milestone kedua adalah tersedianya kurikulum-modul berbasis kompetensi (2021-2022).
Dengan target di akhir tahun 2022 tersedia bahan ajar untuk kedua puluh topik kompetensi,
termasuk di dalamnya adalah tambahan kurikulum dan modul berbasis kompetensi di 8 (delapan)
topik yang teridentifikasi belum tersedia. Bagi KKP3K berarti akan tersedia personel yang bukan
hanya berpengetahuan dan terampil, namun juga memiliki sikap-sikap yang menunjang

pengelolaan.

Milestone ini untuk menjawab kebutuhan akan kelengkapan pelatihan yang sesuai standar, yang
mencakup: (1) berbasis kompetensi, (2) tersedia kurikulum dan modul, termasuk di dalamnya
pengukuran keberhasilan peserta latih, serta (3) sesuai kebutuhan dunia kerja karena diturunkan

dari SKKNI dan KKNI. Kegiatan yang akan dilakukan mencakup:

1. Penyusunan kurikulum, modul berbasis kompetensi, dan materi ajar di 8 topik berikut: (1)
Monitoring dan penilaian efektivitas KKP, (2) Pengawasan pemanfaatan sumber daya laut,

(3) Teknologi dan informasi, (4) Pengelolaan kolaboratif, (5) Manajemen operasional, (6)
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Pengembangan sumber daya manusia, (7) Pelibatan masyarakat serta (8)
Penyadartahuan masyarakat dan komunikasi.

2. Pelatihan untuk pelatih di topik-topik yang dibutuhkan: bisa di delapan kompetensi di atas
atau di antara dua belas kompetensi lain.

3. Penyempurnaan atau revisi kurikulum-modul mengacu pada SKKNI/SKKK terbaru, seperti
pemantauan terumbu karang, lamun, mangrove, ikan karang dan megabentos,
pemantauan persepsi masyarakat, pemantauan pemanfaatan sumber daya pesisir, serta

wisata bahari .

Kurikulum dan modul berbasis kompetensi idealnya diturunkan dari standar kompetensi sehingga
mampu mengarahkan pekerja untuk mengikuti uji kompetensi. Di lingkup Kementerian Kelautan,
kurikulum dan modul berbasis kompetensi diterbitkan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan.
Sejumlah kurikulum-modul disusun sebelum SKKNI yang relevan tersedia sehingga perlu pula
ditinjau kesesuaian dengan SKKNI dan berpeluang dilakukan penyempurnaan atau revisi jika
dibutuhkan.

Milestone ketiga adalah Standarisasi kompetensi (2021-2022). Ada dua target utama, pertama
adalah tersedianya sebuah regulasi berupa Permen/Kepmen yang mengatur kompetensi standar
yang perlu dimiliki oleh personel KKP. Dengan kehadiran sebuah Permen/Kepmen, upaya
peningkatan kapasitas personel KKP diharapkan tercermin dalam program kerja dan anggaran
eselon dan badan terkait. Target kedua adalah tersedianya kelengkapan uji berupa skema-skema
uji kompetensi dan materi uji, dari SKKK dan SKKNI yang diacu. Ini karena hasil analisis
menyatakan bahwa standar kompetensi bagi 20 kompetensi pengelola KKP di tingkat lapangan,
hampir semua telah tersedia, kecuali untuk Monitoring dan Penilaian Efektivitas KKP serta

Pengelolaan Kolaboratif.

Kegiatan yang akan dilakukan meliputi:

1. Membuat Permen atau Kepmen mengenai kompetensi standar personel KKP atau
setidaknya meninjau kembali Keputusan Dirjen KP3K No. 35 Tahun 2014. Kegiatan ini
penting karena KepDirjen tahun 2014 sudah memerlukan pembaruan agar dapat
menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini dan masa mendatang. Regulasi ini untuk
menjadi payung hukum dan panduan bagi Kementerian, Pemerintah Daerah, dan mitra
dalam mendorong pengembangan kapasitas personel KKP di Pusat dan Daerah.

2. Penyusunan skema-skema uji kompetensi untuk topik Pengelolaan sumber daya manusia,
Pengelolaan operasional, Teknologi informasi, Penyadartahuan masyarakat. Kegiatan ini
akan berkoordinasi intensif dengan LSP terkait.

3. Sertifikasi kompetensi teknis para Asesor dan pelatih. Kegiatan ini ditujukan bagi
tersedianya pelatih dan penguji yang memegang sertifikat kompetensi di topik-topik yang

dilatih kan atau diujikan. Setidaknya kompeten di Perencanaan pengelolaan (pelaksana,
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teknisi, dan ahli), pemantauan biofisik (terumbu karang, ikan karang, lamun, mangrove,

dan megabentos), wisata perairan, dan outreach.

Milestone keempat adalah Penyiapan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kawasan
Konservasi Perairan (2023). Mitra-mitra konservasi mencetuskan kebutuhan akan sebuah
proses formal peningkatan kapasitas, sebutlah sebagai Diklat, bagi pengelola KKP. FGD bahkan
menyepakati adanya Diklat Dasar dan Diklat Lanjutan (Diklat teknis), bagi calon-calon pengelola
KKP sebelum ditempatkan di KKP serta yang sudah ditempatkan; serta terdapat Diklat Manajerial
bagi pimpinan dan calon pimpinan yang secara khusus mengarah pada kompetensi-kompetensi
terkait pengambilan keputusan. Diklat akan dikembangkan salah satunya mengacu pada A Global
Register of Competences for Protected Area Practitioners yang diterbitkan oleh IUCN. Rangkaian

inisiatif ini yang akan dikembangkan mulai tahun 2023.

Hasil yang bisa didapat dari adanya Diklat adalah sebuah pengembangan kapasitas pengelola
KKP yang terarah dan terstruktur, dengan kompetensi yang menuju pada kesetaraan pengelola

kawasan konservasi di tingkat internasional. Kegiatan meliputi:

1. Pembentukan tim ad-hoc yang merepresentasikan Direktorat Jenderal dan Badan di
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang relevan, pengelola KKP, perguruan tinggi, LSP,
dan LSM.

2. Penyiapan payung hukum bagi terselenggaranya Diklat. Payung hukum diperlukan agar
Diklat bersifat wajib atau menjadi persyaratan yang dimiliki calon pengelola sebelum
ditempatkan di Kawasan.

3. Penyusunan rancangan diklat dengan memperhatikan kompetensi sesuai fungsi-fungsi
pengelola KKP dan jenis Diklat. FGD merekomendasikan kompetensi Prinsip-prinsip KKP,
Pemantuan biofisik (terumbu karang, ikan karang, lamun mangrove, dan megabentos),
pemantauan sosial ekonomi, pelibatan masyarakat serta penyadartahuan masyarakat dan
komunikasi dimasukkan ke dalam Diklat dasar. Sementara itu, Perencanaan pengelolaan
serta pemanfaatan KKP (perikanan tangkap, budidaya, dan ekowisata) untuk Diklat tingkat
lanjutan. Menjadi catatan penting bahwa materi konservasi menjadi materi yang bersifat

wajib dikuasi oleh semua pengelola KKP.

Milestone kelima adalah Pelembagaan/terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Kawasan Konservasi Perairan (2024). Diklat diharapkan sudah dapat diselenggarakan di
semester ke-2 tahun 2024. Kegiatan meliputi:

1. Penyiapan sarana dan pelatih. Kementerian Kelautan memiliki 5 Balai Pelatihan dan

Penyuluhan Perikanan (BP3) dan Balai Diklat Aparatur (BDA), yang memiliki sarana belajar
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yang lengkap. Untuk itu, Diklat diupayakan dapat dilakukan di BP3 atau BDA, termasuk
Sekolah Wakatobi, sebagai lokasi potensial lainnya.

2. Penyelenggaraan diklat dan uji kompetensi

Terselenggaranya Diklat berarti tersedianya pengelola KKP yang memiliki kemampuan dan

bertanggung jawab penuh bagi pencapaian target konservasi di KKP3K masing-masing.

Pembiayaan

Untuk mencapai Milestone ke-1 dengan menyelenggarakan pelatihan dan uji kompetensi bagi
2.232 personil KKPN dan KKP dalam tiga tahun, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 22.320.000.000
(dua puluh dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah). Sebagai catatan bahwa dibutuhkan biaya
Rp 10 juta rupiah untuk setiap personel agar dapat mengikuti pelatihan sekaligus uji kompetensi,
termasuk di dalamnya biaya perjalanan dan akomodasi peserta dan asesor. Perhitungan biaya
Milestone ke-1 didasarkan mengikuti perhitungan biaya penyelenggaraan pelatihan berdasarkan
Standar Biaya Umum (SBU) pemerintah.

Pembiayaan dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, antara lain Kementerian Kelautan dan
Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pemerintah Daerah, LSM,
BNSP (subsidi penyelenggaraan uji kompetensi), atau sumber-sumber lain. Dalam dokumen ini,
penghitungan pembiayaan milestone kedua hingga kelima belum dilakukan. Hal ini dikarenakan

untuk Milestone lainnya sifatnya masih fleksibel dan disesuaikan.

Pemetaan Dukungan Mitra Pengembangan Kapasitas

Untuk mencapai target dari peta jalan yang telah diusulkan, diperlukan keterlibatan dan dukungan
dari berbagai pihak. Berdasarkan hasil FGD yang telah dilaksanakan pada 30 April 2020,
setidaknya ada 12 mitra yang berkomitmen untuk mendukung implementasi peta jalan
pengembangan kapasitas (Table 10). Bentuk dukungan dari para mitra berupa pelatihan, uji
kompetensi serta gabungan pelatihan dan uji kompetensi. Dukungan tersebut khusus untuk
kompetensi Perencanaan pengelolaan, Pemantauan biofisik, Pemantauan sosial, ekonomi dan
budaya, Pariwisata alam perairan (ekowisata), Pengawasan, serta Penyadartahuan masyarakat
dan komunikasi. Rencana pelaksanaan yakni pada 2020-2024 dengan target peserta yang
beragam mulai dari pengelola KKP prioritas hingga masyarakat. Sedangkan mekanisme
pembiayaan dilakukan dengan sumber dana dari APBN, dana hibah termasuk juga PSKK BNSP
dan Coremap CTI.

Tabel 11. Komitmen para mitra dalam penyelenggaraan pengembangan kapasitas
No Nama Lembaga Keterangan bentuk dukungan
1 LSP Kelautan Uji kompetensi, 5 paket per tahun (1 paket @20 orang)
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10

11
12

UNDP ATSEA
BPSPL Denpasar
BPSPL Pontianak

KKHL
LIPI
LKKPN Pekanbaru

TERANGI

WCS - Indonesia
Program

Conservation
International

Coral Triangle Center
Yayasan Konservasi
Alam Nusantara (YKAN)

Pelatihan EAFM

Bimbingan teknis bersama mitra untuk KKPD

Bimbingan teknis kepada dinas, pengelola dan pelaku
konservasi (@27 orang per tahun).

Pelatihan dan uji kompetensi (66 orang)

Pelatihan dan Uji kompetensi (@200 orang)

Bimbingan teknis dan uji kompetensi (10-15 orang per
tahun)

Pelatihan dan uji kompetensi @20 orang

Pelatihan

Pelatihan TOT KKPD Bintan dan uji kompetensi dengan
LSP Kelautan

Pelatihan dan Uji kompetensi @20-25 orang per tahun
Bimbingan teknis identifikasi karang untuk BPSPL
Denpasar
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VI. Penutup

Pengembangan kapasitas personalia KKP di Indonesia ditujukan untuk mewujudkan manusia
kompeten, profesional dan termotivasi yang bekerja dan secara efektif mengelola kawasan
konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta bekerja sama dengan para pemangku

kepentingan. Adapun ringkasan dari hasil kajian ini adalah:

1. Secara umum KK3PK di Indonesia masih membutuhkan penambahan jumlah staf, pelatihan
dan uji kompetensi untuk menunjang pengelolaan KK3PK yang lebih efektif. Hal ini dikarenakan
kurangnya jumlah staf kompeten, pelatihan dan uji kompetensi yang diikuti serta keberadaan
staf kompeten tidak terdistribusi secara merata. Untuk mengisi kesenjangan jumlah pengelola
KKP proses rekrutmen sangat dibutuhkan. Proses ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan
proses rekrutmen di mana kolaborasi antar lembaga seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN),
BRSDMKP dan lainnya sangat disarankan. Selain itu, semua pengelola KKP3K harus
menguasai semua kompetensi berdasarkan levelnya dan dapat merujuk pada Daftar Global
IUCN yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

2. Mengacu pada fungsi dan kondisi setiap KK3PK dengan empat skenario (minimum, menengah,
lanjut dan ideal). Maka, jumlah sumber daya manusia pengelola KKP untuk seluruh KKPN (10
KKPN) adalah 200 orang pada skenario ideal, 170 orang pada skenario lanjut, 110 orang
skenario menengah, dan 80 orang skenario minimum. Sedangkan untuk KKPD (26 KKPD)
membutuhkan 520 orang skenario ideal, 442 orang skenario lanjut, 286 orang skenario
menengah dan 288 orang skenario minimum.

3. Ada 20 topik prioritas pengembangan kapasitas mendukung peningkatan efektivitas
pengelolaan KK3PK vyaitu: Prinsip-prinsip Dasar Kawasan Konservasi Perairan atau
Perencanaan Pengelolaan Level Pelaksana, Perencanaan Pengelolaan Level Teknisi,
Perencanaan Pengelolaan Level Ahli, Pelibatan Masyarakat, Penyadartahuan Masyarakat dan
Komunikasi, Pemantauan Biofisik Terumbu Karang, Pemantauan Biofisik lkan Karang,
Pemantauan Biofisik Lamun, Pemantauan Biofisik Mangrove, Pemantauan Biofisik Megabentos,
Pemantauan Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya, Pariwisata Alam Perairan, Pembudidayaan
Ikan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengawasan Pemanfaatan Kelautan, Monitoring dan
Penilaian Efektivitas Pengelolaan, Pengelolaan Kolaboratif, Informasi dan Teknologi,
Manajemen Operasional, dan Pendanaan Berkelanjutan.

4. Peta Jalan Pengembangan Kapasitas Personil KKP Tahun 2020-2024 mencakup lima
Milestone yakni: 1) Terpenuhinya kondisi minimum dan menengah melalui pelatihan/uji
kompetensi, 2) Tersedianya kurikulum-modul berbasis kompetensi, 3) Standarisasi kompetensi
terbentuk, 4) Penyiapan Diklat Aparatur Kawasan Konservasi Perairan dan 5)
Pelembagaan/terselenggaranya Diklat Aparatur KKP di Balai Pelatihan dan Penyuluhan

Perikanan.
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5. Diklat Aparatur pada Milestone 4 akan berbentuk pelatihan terstruktur atau sertifikasi dengan
tingkatan dasar (Diklat dasar), menengah (Diklat Lanjutan), dan tingkat manajer (Diklat
Manajerial). Diklat Dasar harus diikuti oleh seluruh pengelola KKP, kompetensi yang harus
dimiliki meliputi kompetensi Rencana Pengelolaan, Pemantauan Biofisik (terumbu karang, ikan
karang, lamun, mangrove dan megabenthos), Pemantauan Sosial Ekonomi, Pengawasan
Sumber Daya Laut, Pelibatan Masyarakat, serta Penyadartahuan Masyarakat dan Komunikasi.
Diklat Lanjutan meliputi kompetensi Perencanaan Pengelolaan (level teknisi dan ahli),
Pariwisata Alam Perairan (ekowisata bahari), Monitoring dan Penilaian Efektivitas KKP,
Pengelolaan Kolaboratif, Teknologi Dan Informasi, Pembudidayaan Ikan dan Pendanaan
Berkelanjutan. Sementara untuk Diklat Manajerial meliputi dua kompetensi yang wajib yakni
Pengelolaan Operasional dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

6. Dukungan mitra dalam mengimplementasikan Peta Jalan telah dipetakan, sebanyak 12 mitra
siap untuk memfasilitasi pelatihan, uji kompetensi serta pelatihan dan uji kompetensi. Mitra-
mitranya adalah Coral Triangle Center, KKHL, LSP Kelautan, LSP KP, LIPl, BPSPL Denpasar,
BPSPL Pontianak, LKKPN Pekanbaru, TERANGI, Program WCS-Indonesia, Cl Indonesia, dan
YKAN. Dukungan ini akan dilakukan dengan mekanisme pembiayaan baik dari dana APBN atau
dana hibah (termasuk PSKK BNSP dan Coremap CTI).

7. Strategi yang dapat digunakan dalam implementasi peta jalan itu meliputi:

- Mengembangkan kerangka kerja bagi tenaga profesional pengelola kawasan konservasi
perairan. Hal ini dapat disalurkan dengan beberapa aktivitas mencakup: a) pembuatan peta
jalan secara nasional bagi pengembangan kapasitas, diikuti dengan Surat Keputusan (SK)
Dirjen untuk standar kompetensi yang diprioritaskan, b) eksplorasi dan koordinasi dengan
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan terkait untuk struktur
kelembagaan KKP, c) adopsi dan pengembangan standar kompetensi kerja baik secara
nasional maupun khusus, d) menyiapkan jenjang karir profesional bagi pengelola kawasan
konservasi dan e) melakukan asesmen kebutuhan pegawai untuk setiap KKP berdasarkan
kompleksitas dan luasan KKP.

- Pengembangan kapasitas pengelola KKP dengan a) program pendidikan dan pelatihan baik
secara formal (universitas dan diklat aparatur) ataupun informal (pendampingan, reuni
alumni dan program mentor, b) penyelenggaraan kurus teknis dan kepemimpinan, c)
asesmen kompetensi khusus dan kebutuhan pengembangan kapasitas, d) pemantauan
peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan di setiap metode pengembangan kapasitas.

- Pemantauan dan penyediaan sumber daya bagi pengembangan profesional. Hal ini dapat
dilakukan dengan: a) pembuatan basis data pelatihan konservasi, b) SOP pemantauan
pengembangan kapasitas konservasi dijalankan, c) penyiapan institusi pengembangan
kapasitas konservasi secara khusus, d) perancangan alokasi biaya pengembangan
konservasi secara khusus, €) pemantauan secara berkala tentang implementasi

pengembangan kapasitas, dampak pada kinerja dan pencapaian target konservasi
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Lampiran

Lampiran 1. Daftar Kawasan Konservasi Prioritas: Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) dan
Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)

No Nama Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN)
1 TNP Laut Sawu
2 TWP Pulau Padaido
3 TWP Kepulauan Anambas
4 TWP Kapoposang
5 SAP Kepulauan Raja Ampat
6 SAP Waigeo sebelah barat
7 TWP Pulau Pieh
8 TWP Laut Banda
9 SAP Aru Tenggara
10 TWP Gili Matra
Nama Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)
11 KKPD Pesisir Timur Pulau Weh - Sabang
12 KKPD Sawo Lahewa - Nias Utara
13 KKPD Selat Bunga Laut - Kep. Mentawai
14 KKPD Gugusan Pulau-Pulau Momparang - Beltim
15 KKPD Teluk Kiluan - Tanggamus
16 KKM HMAS Perth - Serang
17 KKPD Pantai Penyu Pangumbahan - Sukabumi
18 KKPD Ujungnegoro Roban - Batang
19 KKM Teluk Benoa
20 KKPD Nusa Penida - Klungkung
21 KKPD Gili Tangkong, Gili Nanggu, dan Gili Sudak - Lombok Barat
22 KKPD Gili Sulat dan Lawang - Lombok Timur
23 KKPD Selat Pantar - Alor
24 KKPD Senggora Sepagar - Kotawaringin Barat
25 KKPD Satui, Angsa, Sungai Loban - Tanah Bumbu
26 KKPD Kepulauan Derawan - Berau
27 KKPD Tatoareng - Kep Sangihe
28 KKPD Doboto
29 KKPD Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una
30 KKPD Banggai Dalaka
31 KKPD Morowali
32 KKPD Pulau Kei Kecil - Maluku Tenggara
33 KKPD Kepulauan Raja Ampat - Raja Ampat
34 KKPD Jeen Womom - Tambrauw
35 KKPD Kaimana
36 KKPD Teluk Berau & Teluk Nusalasi - Fakfak
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Lampiran 2.Daftar Hadir Pertemuan pada 21 Januari dan 27 Januari

Daftar Hadir 21 Januari 2020
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Catatan hasil:
Lima prioritas topik pelatihan dan uji kompetensi utama dalam pengembangan kapasitas

pengelola KKP yakni:

agrwONPE

Perencanaan pengelolaan

Pelibatan masyarakat
Penyadartahuan masyarakat dan komunikasi

Monitoring sumber daya

Pemanfaatan sumber daya untuk kegiatan ekonomi
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Daftar Hadir 27 Januari 2020
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Lampiran 3. Data jumlah orang tersertifikasi kompetensi level pelaksana dan teknisi di KKP Prioritas per provinsi

Jumlah Tersertifikasi Kompeten Topik
Perencanaan Pengelolaan

No. Provinsi KKP Prioritas Ahl
Teknisi Pelaksana .
1 Aceh 2 0 0
2 Bali 21 14 0
3 Bangka Belitung 2 0 0
4 Jawa Barat 2 0 0
5 Jawa Tengah 0 12 0
6 Kepulauan Riau 8 0 0
7 Maluku 4 3 0
8 Nusa Tenggara Barat 3 34 0
9 Nusa Tenggara Timur 30 0 0
10 Papua 10 0 0
11 Papua Barat 2 0 0
12 Sulawesi Utara 7 0 0
13 Sulawesi Selatan 6 0 0
14 Sulawesi Tengah 3 0 0
15 Kalimantan Timur 0 0 0
16 Sumatera Barat 5 0 2
17 Sumatera Utara 1 0 0

Sumber data: KKHL dan CTC, 2020.
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Lampiran 4. Rekapitulasi pelatihan yang diselenggarakan oleh Coral Triangle Center Periode 2015-2019

Nama pelatihan Provinsi Jumlah
Bali 13
Bangka Belitung 1

Dasar-dasar pengelolaan kawasan konservasi Jawa Tengah 2

perairan Maluku 19
Maluku Utara 18
Nusa Tenggara Barat 16

Perencanaan pengelolaan kawasan konservasi
perairan

Aceh

Bali

Bangka Belitung
Banten

Bengkulu

DKI Jakarta
Gorontalo

Jawa Barat

Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Utara
Kepulauan Riau
Lampung

Maluku

Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua

Papua Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara
Sumatera Utara

Ekowisata bahari

Bali
Maluku
Sulawesi Tenggara

NoRrRrwRrvMOoRrNMRORQRPORRPRNMNMRENRRRE R
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Lampiran 5. Jumlah orang yang diperlukan mengikuti pelatihan per KKPN per topik kompetensi berbasis fungsi
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TNP Laut Sawu

No |KKPN/Topik Uji Kompetensi

1

2 |TWP Pulau Padaido

3 |TWP Kepulauan Anambas

4 |TWP Kapoposang

5 |SAP Kepulauan Raja Ampat
6 |SAP Waigeo sebelah barat

7 |TWP Pulau Pieh

8 |TWP Laut Banda

9 |SAP Kepulauan Aru Tenggara

10 |TWP Gili Matra
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Lampiran 6. Jumlah orang yang diperlukan mengikuti pelatihan per KKPD per topik kompetensi berbasis fungsi
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Level E-
KKP3K

Hijau

Hijau

Kuning

Hijau

Kuning

Hijau

Hijau

Hijau

Merah

Hijau

Hijau

Hijau

Hijau

Kuning
Merah

Hijau

Hijau

Merah

Merah

Hijau

Merah

Hijau

Hijau

Hijau

Kuning

Merah

KKPN/Topik Uji Kompetensi

KKPD Pesisir Timur Pulau Weh - Sabang

KKPD Gili Tangkong, Gili Nanggu, dan Gili Sudak - Lombok Barat

Morowali

No

1

2 |KKPD Sawo Lahewa - Nias Utara

3 |KKPD Selat Bunga Laut - Kep. Mentawai

4 |KKPD Gugusan Pulau-Pulau Momparang - Beltim

5 |Teluk Kiluan, Lampung
6 |KKM HMAS Perth, Banten

7 |KKPD Pantai Penyu Pangumbahan - Sukabumi
8 |KKPD Ujungnegoro Roban - Batang

9 |KKM Teluk Benoa

10 |KKPD Nusa Penida - Klungkung

11

12 |KKPD Gili Sulat dan Lawang - Lombok Timur

13 |KKPD Selat Pantar - Alor

14 |senggoro Sepagar, KalTeng

15 |Kotabaru-Tanah Bumbu, KalSel

16 |KKPD Kepulauan Derawan - Berau
17 |KKPD Tatoareng - Kep Sangihe

18 | Doboto, Gorontalo

19 |Parigi Muotong, Sulawesi Tengah

20 |KKPD Banggai Dalaka

21

22 |KKPD Pulau Kei Kecil - Maluku Tenggara

23 |KKPD Kepulauan Raja Ampat - Raja Ampat

24 |KKPD Jeen Womom - Tambrauw

25 |Kaimana
26 |Fakfak
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Lampiran 7. Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) dan mitra

No KKP3K Mitra Mitra Lokal

1 TNP Laut Sawu TNC

2 TWP Pulau Padaido Yayasan Runsram

3 TWP Kepulauan Anambas  Cl

4 TWP Kapoposang WWF

5 SAP Kepulauan Raja Ampat Rare, Cl, TNC

6 SAP Waigeo sebelah barat CI, TNC

7 TWP Pulau Pieh WCS

8 TWP Laut Banda CTC

9 SAP Aru Tenggara WWF

o Gili Ecotrust, Shark Conservation, ZERO

10 TWP Gili Matra WCS Waste Gili Meno

11 KKPD Pesisir Timur Pulau WCS KKPD Pesisir Timur Pulau Weh - Sabang
Weh - Sabang

12 KKPD Sawo Lahewa - Nias ? KKPD Sawo Lahewa - Nias Utara
Utara

13 KKPD Selat Bunga Laut - ? KKPD Selat Bunga Laut - Kep. Mentawai
Kep. Mentawai
KKPD Gugusan Pulau- ? KKPD Gugusan Pulau-Pulau Momparang

14  Pulau Momparang - — Belitung Timur
Belitung Timur

15 KKPD Teluk Kiluan - ? KKPD Teluk Kiluan - Tanggamus,
Tanggamus, Lampung Lampung

16 KKMHMAS Perth - Serang  ? KKM HMAS Perth - Serang

17 KKPD Pantai Penyu WWF KKPD Pantai Penyu Pangumbahan -
Pangumbahan - Sukabumi Sukabumi

18 KKPD Ujungnegoro Roban - ? KKPD Ujungnegoro Roban - Batang
Batang

19 KKM Teluk Benoa ? KKM Teluk Benoa

20 KKPD Nusa Penida - CTC KKPD Nusa Penida - Klungkung
Klungkung
KKPD Gili Tangkong, Gili WCS KKPD Gili Tangkong, Gili Nanggu, dan

21  Nanggu, dan Gili Sudak - Gili Sudak - Lombok Barat
Lombok Barat

29 KKPD Gili Sulatdan Lawang WCS KKPD Gili Sulat dan Lawang - Lombok
- Lombok Timur Timur

23  KKPD Selat Pantar - Alor WWF KKPD Selat Pantar - Alor

o4 KKPD Senggora Sepagar - ? KKPD Senggora Sepagar - Kotawaringin
Kotawaringin Barat Barat

o5 KKPD Satui, Angsa, Sungai ? KKPD Satui, Angsa, Sungai Loban -
Loban - Tanah Bumbu Tanah Bumbu

26 KKPD Kepulauan Derawan - WWF, YKAN  KKPD Kepulauan Derawan - Berau
Berau

27 KKPD Tatoareng - Kep WCS KKPD Tatoareng - Kep Sangihe
Sangihe

28  KKPD Doboto ? KKPD Doboto
KKPD Parigi Moutong, ? KKPD Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-

29 .
Poso, Tojo Una-Una Una

56



30
31

32

33

34
35
36

KKPD Banggai Dalaka
KKPD Morowali

KKPD Pulau Kei Kecil -
Maluku Tenggara

KKPD Kepulauan Raja
Ampat - Raja Ampat
KKPD Jeen Womom -
Tambrauw

KKPD Kaimana

KKPD Teluk Berau & Teluk
Nusalasi - Fakfak

?

WWF

Cl,
YKAN
WWF

Cl
WWF

Rare,

KKPD Banggai Dalaka
KKPD Morowali
KKPD Pulau Kei Kecil - Maluku Tenggara

KKPD Kepulauan Raja Ampat - Raja
Ampat
KKPD Jeen Womom - Tambrauw

KKPD Kaimana

KKPD Teluk Berau & Teluk Nusalasi -
Fakfak
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